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ABSTRAKSI

| GUSTI PUTU RANDY ADITYA MANDALA, Hukum Perdata Binis, Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya Malang, Januari 2012laksanaan Prinsip
Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Sektor Usaha Mikro dan Kecil Oleh
Lembaga Perkreditan Desa Pakraman (Sudi Implementasi Pasal 7 Ayat (2)
Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang LPD di Kabupaten Tabanan),
Siti Hamidah, SH.MM. ; Ratih Dheviana Puru H T, SEM.

LPD merupakan salah satu unsur kelembagdesa pakraman yang
menjalankan fungsi keuangaesa pakraman untuk mengelola potensi keuangan
desa pakraman. Dasar pemberian kredit sektor usaha mikro darnl kied_-PD
Desa Pakraman Kota Tabanan diantaranya calon deh#wupakan penabung
aktif di LPD dengan menunjukkan rekening tabungabuBan terakhir, yang
kedua mempunyai usaha yang menghasilkan profig katiga adanya jaminan
kebendaan, menggunakan prinsip 5C dalam analistitypada LPD merupakan
salah satu cermin pelaksanaan prinsip kehati-hat@lam pengelolaan LPD.
Walaupun dalam menjalankan usahanya LPD sudah salakan prinsip kehati-
hatian pengelolaan LPD, namun dalam prakteknya hmada saja hambatan
dalam pemberian kredit di LPD, dalam LPD permasalabtama pemberian
kredit sektor usaha mikro dan kecil adalah wanpsegtembayaran kredit. Dari
latar belakang tersebut ditemukan beberapa peratesal yaitu pelaksanaan
prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sekigsha mikro dan kecil pada
LPD, hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatiaandgdemberian kredit sektor
usaha mikro dan kecil pada LPD serta upaya dari uRiDk mengatasi hambatan
pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembernedgitksektor usaha mikro dan
kecil pada LPD.

Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridisokmgis karena melihat
dan meneliti mengenai pelaksanaan prinsip keh&tgengelolaan LPD pada
pasal 7 Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 BDLPakraman Kota
Tabanan. Kemudian seluruh data yang ada dianadisaras deskriptif kualitatif.
Lokasi penelitian adalah di LPD Pakraman Kota Tabarkarena di LPD
Pakraman Kota Tabanan jumlah kredit bermasalalosekha mikro dan kecil
di LPD sekitar 10 persen dari total pemberian kredi

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperolelwal@n atas
permasalahan yang ada bahwa LPD sudah melaksapaikeip kehati-hatian
melalui persyaratan, prosedur dan proses permotknealit. Faktor penghambat
pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberniaditkusaha mikro dan kecil
di LPD diantaranya permasalahan keluarga peneriraditk(perceraian), usaha
penerima kredit bangkrut, SK Gubernur Nomor 12 Tah2003 belum
tersosialisasikan dengan baik, belum adanya stabaln pengawasan kredit,
penerima kredit meninggal dunia. Upaya LPD untukngaeasi hambatan
pelaksanaan prinsip kehati-hatian LPD dibagi meargjad upaya, yaitu upaya non
yuridis dan upaya yuridis. Upaya non yuridis dalanenyelesaikan kredit
Lembaga Perkreditan Desa terlebih dahulu melakyerdekatan kekeluargaan
terhadap penerima kredit. Upaya yuridis berupa agae sanksi adat terhadap
krama yang melanggar isi perjanjian kredit di Lembaga kRefitan Desa
Pakraman Kota Tabanan dapat berupa tinde&ieampag dankasepakang.
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BAB 1

PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang

Bisnis modern merupakan realitas yang amat komplBesiyak faktor
turut mempengaruhi dan menentukan kegiatan bighmsara lain ada faktor
organisatoris-manajerial, ilmiah-teknologis, dan litpesosio-kultural.
Kompleksitas bisnis itu berkaitan langsung dengampeksitas masyarakat
modern sekarang.

Bahwa kebutuhan dana bagi seseorang memang marupaknandangan
sehari-hari. Baik dalam rangka memenuhi kebutuhanskmsi sehari-hari,
apalagi dalam hal berusaha di berbagai bidang<hig@rena bagi orang bisnis,
tentunya uang adalah raja. Di lain pihak banyakajegang/kumpulan orang-
orang/lembaga/badan hukum yang justru kelebihara daaski hanya bersifat
momentum. Sehingga dana yang berlebihan tersedutgimvestasi dengan cara
yang paling menguntungkan secara ekonomi maupual.sos

Maka, sesuai dengan kaidah ekonomi, defaand dan ada pulaupply,
akhirnya sepanjang sejarah terciptalah institusigysecara tradisional pihak yang
kelebihan dana mensuply dana langsung kepada gdrak membutuhkan dana.
Bahwa sektor hukum, khususnya hukum bisnis dewasasudah cukup
berkembang, memang merupakan suatu fenomena daa fang tidak

terbantahkan. Terlebih lagi di era globalisasi mitnana hampir semua yang

! K. BertensPengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal 13.



terjadi di negeri lain di bidang bisnis dan karegreajuga di sektor legal, akhirnya
juga dipraktekkan di Indonesia ii.

Perkembangan sektor hukum bisnis yang begitu cépatmembawa
konsekuensi terhadap perlunya sektor hukum di lidanditelaah ulang, agar
tetapup to date, seirama dengan perkembangan masa. Maka, jika yangatur
perbankan dikenal adanya hukum perbankan, atau gasmggatur perkreditan
dikenal yang namanya hukum perkreditan.

Penyaluran kredit golongan mikro, kecil dan meménmenjadi segmen
yang diminati baik oleh industri perbankan maupasaj keuangan non bank
lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggimynat industri keuangan
tersebut adalah, tingkat risiko kredit yang relaidpat ditekan, pasar yang
cenderung besar dan dapat terus berkembang, sestwmpmtan administratif yang
cenderung lebih mudah untuk dipenuhi.

Jumlah usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupatdanan sebanyak
5.186 usaha di bidang formal dan 11.582 unit usaf@mal, perkembangan
usaha mikro dan kecil di Kabupaten Tabanan secaemtitatif pada setiap
tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal ini mghétan bahwa denyut
perekonomian di Kabupaten Tabanan masih bergaMamun yang menjadi
kendala dari perkembangan usaha di sektor ini hdalesih minimnya
permodalan atau masih sulitnya para pelaku usahmalapatkan bantuan modal

usaha, baik itu dari pemerintah daerah maupuriefabaga keuangan yang ada.

2 Munir Fuadi, Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002, hal 1.

% Hasil wawancara pra survey dengan Bapak | GustieMarya Suyasa, Kepala Seksi Bidang
Usaha LPD Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupdigoanan pada tanggal 7 September
2011.



Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan melalas &koperasi
UKM dan perindag untuk perkembangan sektor usahaondan kecil adalah
memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecilkifiisa mendapatkan bantuan
kredit penambahan modal usaha melalui Bank maupelalun BUMN lain.
Namun permasalahannya sampai saat ini regulasipeanerintah daerah untuk
pengembangan sektor usaha mikro dan kecil melalibgrian kredit belum ada,
akan diusahakan secepatnya dibentuk regulasi aghih | memudahkan
pelaksanaan dan peningkatan kinerja usaha mikréelzihdi kemudian hari.

Dalam industri perbankan segmen kredit golonganil kéan mikro
khususnya merupakan pasar bagi bank perkreditagattakSesuai dengan
semangatnya, yang tertuang dalam Peraturan Bamkdsch No. 8/26/PB1/2006
tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditédhy®®aBPR adalah bagian
dari industri perbankan yang memberikan pelayanarbgnkan kepada
masyarakat khususnya usaha mikro dan kecil. Nanemmkian sejalan dengan
perkembangan perekonomian nasional, khususnya gesatahun 1997, ketika
kredit dengan nominal besar menunjukkan perfornmay yelak cukup baik, bank
umum mulai melirik kredit golongan kecil dan mikro.

Fenomena tersebut menjadi kendala bagi BPR untekgembangkan
usahanya, walaupun sampai dengan saat ini BPR neaigdhdapat meningkatkan
asetnya, namun demikian pertumbuhan asset secanaaididak terlalu tinggi.
Terbatasnya pertumbuhan BPR tersebut, selain dikaba oleh ketatnya
persaingan dengan bank umum, juga karena persailegeyan lembaga keuangan
mikro non bank lainnya. Lembaga keuangan non bank ynenjadi pesaing BPR

antara lain lembaga pembiayaan yang banyak terddip&ropinsi Bali dan



Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat dpiraseluruh desa adaldsa
pakraman) di Bali.

Dari beberapa lembaga keuangan yang ada diantakapgaasi, lembaga
keuangan mikro non bank, dan BPR, LPD dianggam@dlersaing dengan BPR,
karena selain LPD memberikan jasa pembiayaan jiegay@mni jasa penyimpanan
dana. Sehingga kegiatannya hampir menyerupai bamkekisional.

LPD di Kabupaten Tabanan ada 307 LPD dari data yaaguk hingga
bulan september ini. Dari beberapa LPD di Kabupdigibbanan sampai dengan
Triwulan ke Il Tahun 2011 yang tergolong sehat adld LPD dan bermasalah
ada 59 LPD, cukup sehat 24 LPD dan kurang sehat@d&®D?

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badarausalangan milik
desa yang melaksanakan kegiatan di lingkungandatesantukkrama desa. LPD
dapat didirikan di masing-masing desa dan hanyahbatla satu LPD pada setiap
desa pakraman.

LPD merupakan salah satu unsur kelembagdesa pakraman yang
menjalankan fungsi keuangaesa pakraman untuk mengelola potensi keuangan
desa pakraman. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbdliam
memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan menkepamtingan desa itu
sendiri>

Dalam rangka mengukuhkan, menjamin dan melindungk-Hak
karakteristik daridesa pakraman, termasuk antara lain dalam kaitan dengan hak

otonom desa pakraman untuk mengelola potensi keuangannya, Pemerintah

* Hasil wawancara pra survey dengan Bapak | GustieMarya Suyasa, Kepala Seksi Bidang
Usaha LPD Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupdi@oanan pada tanggal 7 September
2011

® Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bali&@Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 28@2ang Lembaga Perkreditan Desa.



Provinsi Bali telah pula menerbitkan Peraturan BaePropinsi Bali Nomor 8

Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sehagai dirubah dengan
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2@0Wanhg Perubahan Atas
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2068tang Lembaga

Perkreditan Desa yang pada prinsipnya dimaksudkémkumengisi kekosongan
hukum berkenaan dengan fungsi-fungsi pengelolaaarigan desa. Definisi LPD
sesuai dengan Perda No.3 tahun 2007 pasal 1 agalafhh lembaga keuangan
milik desa yang bertempat di desa.

Adapun lapangan usaha sesuai dengan pasal 7 gyataturan daerah
dimaksud adalah : menerima/menghimpun dana ldama desa dalam bentuk
tabungan dan deposito, memberikan pinjaman hanyzadeekrama desa,
menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangarsimaikn sebesar 100%
dari jumlah modal termasuk cadangan dan laba ditkbeuali batasan lain dalam
jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana, memnmpkelebihan
likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga begsdi@n pelayanan yang
memadai.

Sesuai dengan pasal 10 organisasi LPD terdiri gemngusus dan
pengawas internal, adapun pengurus (pasal 1 ayatddlah pengelola LPD
sedangkan pengawas internal (pasal 1 ayat 11) radmldan pengawas yang
dibentuk oleh desa bertugas melakukan pengawadaadte pengelolaan LPD.

Kredit sektor usaha mikro dan kecil di LPD masuldkéam kredit umum, dimana



di LPD ini kredit yang berkisar di bawah 100 jutandsukkan ke dalam kredit
mikro ®

Masyarakat yang dapat mengajukan kredit di LdéSa pakraman Kota
Tabanan hanyalalkrama desa adat/ masyarakat desa adat Tabanan, di luar
wilayah desa adat tidak boleh, karena masyaralsat ddat tunduk kepada aturan
desa adat masing-masihg.

Kredit 1 tahun terakhir dengan realisasi kreditop&an rata-rata 100 juta
rupiah, 1 tahun dianggap 1 miliar, dengan rata-@éanohon kredit setiap
bulannya sekitar 25 orang, dengan angsuran 20@igytdoulannya.

Dasar pemberian kredit sektor usaha mikro dan kdciLPD Desa
Pakraman Kota Tabanan diantaranya calon debituditkneerupakan penabung
aktif di LPD dengan menunjukkan rekening tabungabuBan terakhir hal ini
untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkikkemudian hari, yang kedua
mempunyai usaha yang menghasilkan profit, yangg&et@danya jaminan
kebendaan akan lebih mendapatkan prioritas kred#nggunakan prinsip 5C
yaitu character/watak, capacity/kemampuan, capital/permodalan,
collateral/jaminan, dancondition of economy penggunaan prinsip 5C dalam
analisis kredit pada LPD merupakan salah satu cgpelaksanaan prinsip kehati-
hatian dalam pengelolaan LPD.

Walaupun dalam menjalankan usahanya LPD sudah saglakan prinsip
kehati-hatian pengelolaan LPD, namun dalam prakekmasih ada saja
hambatan dalam pemberian kredit di LPD, dalam LRDmasalahan utama

pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil ddaanprestasi pembayaran

® Hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Bawa, KepBl Desa Pakraman Kota Tabanan
pada tanggal 24 Agustus 2011
" Wawancara Kepala LPD Bapak Nyoman Bawa tanggaéld#stus



kredit, dimana jumlah kredit bermasalah sektor asatikro dan kecil di LPD
sekitar 10 persen dari total pemberian kr@dit.

Sedangkan yang menjadi fokus kajian dari penelitmiradalah pasal 7
ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut “Untuk melakukegiatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati KeputuSabernur tentang prinsip
kehati-hatian pengelolaan LPD. Cukup tingginya anjedit bermasalah di LPD
padahal LPD telah melaksanakan prinsip kehati-hadi@am pemberian kredit
merupakan fenomena yang menarik untuk ditelitihdarena itu penulis merasa

tertarik untuk memahami lebih lanjut mengenai metséérsebut.

B. Perumusan Masalah
Sehubungan dengan latar belakang penelitian seépesgibut di atas, maka
perumusan masalah sebagai berikut, yaitu :
1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalambprian kredit
sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perlarediesa Pakraman?
2. Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan phkesiati-hatian dalam
pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil dagtabaga Perkreditan
Desa Pakraman?
3. Bagaimana upaya dari Lembaga Perkreditan Desa untakgatasi
hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalanb@ean kredit sektor

usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Bakeaman?

8 Hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Bawa, KepelaDesa Pakraman Kota Tabanan
pada tanggal 24 Agustus 2011.



C.

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan pemnulisa adalah

sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan mengsisapelaksanaan

prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sek&aha mikro dan kecil

pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman.

. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan mentisisa hambatan

pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberraditk sektor usaha

mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Rama

. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan mentisisaupaya dari

Lembaga Perkreditan Desa untuk mengatasi hambataksanaan prinsip
kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usahaondan kecil pada

Lembaga Perkreditan Desa Pakraman.

M anfaat Penelitian

. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pefgeta hukum
pada umumnya dan ilmu hukum Perdata dibidang pditkre
khususnya tentang pelaksanaan prinsip kehati-hdéém pemberian
kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembag&reditan Desa
Pakraman.

2. Bagi Fakultas, dapat menjadi literatur yang bermanbagi peneliti-
peneliti/insan akademis lainnya yang mempunyai milaa perhatian

yang sama.



b. Manfaat Praktis

1. Bagi debitur kredit sektor usaha mikro dan kecil
Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat dijadikaouan bagi debitur
untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat memedghambat
pemberian kredit di sektor usaha mikro dan kec#holLembaga
Perkreditan Desa Pakraman (LPD).

2. Bagi pihak Lembaga Perkreditan Desa Pakraman (LPD)
Dapat menjadi sebuah referensi dan acuan dalam ksaslakan
kegiatan usahanya terutama masalah perjanjiantkadedektor usaha
mikro dan kecil.

3. Bagi Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupdiabanan
Dapat menjadi sebuah referensi dan acuan dalamsmeykebijakan
terutama yang berhubungan dengan pengembanganr sekaba
mikro dan kecil maupun Lembaga Perkreditan DesaDjLH®i

Kabupaten Tabanan.

E. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakistematika penulisan
yang sistematis untuk membahas permasalahan yéaty déetapkan. Adapun

sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadidgian, yaitu :
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Babl : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakarggniphan judul,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika

penelititan.
Bab Il : KAJIAN PUSTAKA
Dalam bab ini dijelaskan mengenai kajian pustagymeliputi :
Pengertian tentang prinsip kehati-hatian, pergertientang kredit,
pengertian tentang usaha mikro kecil dan menengahkrf), dan
pengertian desa pakraman.
Bab Ill : METODE PENELITIAN
Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode peneliteng meliputi jenis
dan metode pendekatan, Alasan Pemilihan Lokasis J#an Sumber
Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sanifedinik analisis
data, Definisi Operasional.
Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umurtarignLembaga
Perkreditan Desa Pakraman (LPD) Desa Pakraman FKaitanan, serta
hasil dari penelitian dan pembahasan yang melipeiaksanaan prinsip
kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usahli@ondan kecil pada
Lembaga Perkreditan Desa Pakraman, faktor penghanadagam
pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberraditk sektor usaha
mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Rama serta upaya

dari Lembaga Perkreditan Desa untuk mengatasi hambhzelaksanaan
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prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit selsgaha mikro dan kecil
pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman.

Bab VvV : PENUTUP
Dalam bab ini dijelaskan beberapa kesimpulan lsamttan uraian dan
data penelitian yang telah dilakukan serta membaran bermanfaat
bagi pihak Lembaga Perkreditan Desa Pakraman (lIIR3a Pakraman

Kota Tabanan daRemerintah Daerah Kota Tabanan melalui Dinas Kspera

UKM dan Perindag Kabupaten Tabanan.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatianptudent banking principle) adalah suatu asas atau
prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankagsfudan kegiatan usahanya
wajib bersikap hati-hatipfudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat
yang dipercayakan padanyadal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10
Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakud@hanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kébaéan.

Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secaraigkspeéngandung
subtansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 é¥pt(3) dan (4) UU Nomor 10
Tahun 1998.

Pasal 29 ayat (2)

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank seseiagan ketentuan kecukupan
modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likusditeentabilitas, solvabilitas, dan
aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dpam melakukan kegiatan

usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat (3)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasagkamsip syariah dan

melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib meneémpara-cara yang tidak
merugikan bank dan kepentingan nasabah yang meayadtan dananya kepada

bank.

% Rachmadi Usman, 200Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, hal.18
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Pasal 29 ayat (4)
Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakaformasi mengenai
kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungangde transaksi nasabah yang
dilakukan melalui bank.

Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian inytga termaktub juga pada
bagian pasal sebelumnya, yaitu Pasal 8, 10, danHJ1Perbankan.
Pasal 8
Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyayakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasgmya sesuai dengan yang
dijanjikan.
Pasal 10
Bank Umum dilarang
a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaintiamzksud dalam Pasal 7 huruf
b dan huruf ¢
b. melakukan usaha perasuransian
c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usahags@inana dimaksud dalam Pasal 6
dan Pasal 7.
Pasal 11
Pasal 11 ayat (1)
Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai bretesmum pemberikan kredit
atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pémbgaminan, penempatan
investasi surat berharga, atau hal lain yang sengreg dapat dilakukan oleh bank
kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang iterkarmasuk kepada
perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang samardieagk yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (2)
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Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ay&itlgk) boleh melebihi 30 %

(tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuagaterketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

Pasal 11 ayat (3)

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai betksimum pemberian kredit
atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, p@ambg¢aminan, penempatan
investasi Surat Berharga atau hal lain yang seryguag dapat dilakukan oleh bank
kepada:

a. Pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluhegyatus) atau lebih dari modal
disetor bank

b. Anggota dewan komisaris

c. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalawrf la, huruf b, dan huruf ¢

d. Pejabat bank lainnya, dan

e. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdepentihgan dari pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, fyrodiruf d, dan huruf e.

Pasal 11 ayat (4)

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ay&tlék) boleh melebihi 10 %

(sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesumjatieketentuan yang ditetapkan
oleh BI.

Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatiarh && Perbankan sama
sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentnaopun dalam penjelasannya. UU
Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang Upmya saja sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4Jam bagian akhir ayat (2) misalnya
disebutkan bahwasanya bank wajib melaksanakan gsahai dengan prinsip kehati-

hatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetapasasa memelihara tingkat
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kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aseljtdsiananajemen, likuiditas,
rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan demgaha bank. Apa saja yang
dimaksud dengan aspek lain itu tidak dijelaskan.

Dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksanproges pengambilan
keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai demigaip kehatian-hatian, bank
wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasaerrintdalam bentukself
regulations.

Anwar menyebutkan bahwa ruang atupandent banking (pembinaan dalam
arti sempit) meliputi persyaratan modal awal maupwsio modal terhadap
kemungkinan risiko yang dihadapinya, BMPK (BataskMaoum Pemberian Kredit),
rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) maupun pds&é negeri (NOP), rasio
cadangan minimum, cadangan penghapusan aktiva Wiodgkredit macet),
transparansi pembukuan berdasarkan standarisassakiiserta audif.

Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatiaeankb adalah adanya
kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengdmamungkinan timbulnya
risiko keinginan sehubungan dengan transaksi nhsal@mng dilakukan bank,
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4yeBi@an informasi mengenai
kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dsuodkan agar akses untuk
memperoleh infomasi perihal kegiatan usaha dani&bhdnk menjadi lebih terbuka
yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalamm doerbankan. Informasi

tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindekagai perantara dana dari

19" Anwar Nasution, Pokok-pokok Pikiran tentang Pembh dan Pengawasan Perbankan dalam
rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyaraketdagr Industri Perbankamakalah
disampaikan pada Seminar tentang “PertanggungjawBbak terhadap Nasabah”, Departemen
Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta, tang@da25 Juni 1997, hal 2.
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nasabah atau pembelian/penjualan surat berhargk kepentingan dan atas perintah
nasabahny&.

Dalam sejarah perbankan Indonesia, ketenpunadent banking pernah diatur
secara khusus dalam beberapa paket deregulasinyaigzaket deregulasi 25 Maret
1989 dan paket deregulasi Februari 1991. Salahtgjai@n atau tugas yang diemban
Paket Februari 1991 adalah berupaya mengatur pasasvatdan pemberatan
persyaratan permodalan minimum 8% dari kekayaaketPgersebut diharapkan

mampu meningkatkan kualitas perbankan Indori8sia.

B. Kajian Umum Tentang Kredit
B.1. Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yangtddipersamakan
dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakat@am meminjam antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjuntuk melunasi
uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan péambeunga>

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiasama yang paling
utama, karena pendapatan terbesar dari usaha baasabdari pendapatan usaha
kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Usaha péitag merupakan suatu bidang
usaha dari perbankan yang sangat luas cakupanngta sgembutuhkan

penanganan yang profesional dengan integritas rparg tinggi.

M bid.

2 Dwi Santi WulandaripPrinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank : Sudi Pada
Bank Central Asia Cabang Cilegon, 2009, Program Study Magister Kenotariatan Univassit
Diponegoro (UNDIP) Semarang.

13 Hadiwidjaja dkk Analisis Kredit, Bandung: CV Pioner Jaya, Hal. 4
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Kewajiban adanya pedoman perkreditan pada setiak, ldilandasi dasar
hukum yang kuat yaitu Pasal 29 ayat (3) Undang-dgdéomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan, yang selengkapnya berbunyi:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasapkesip syariah

dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajibem@uh cara-cara

yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabang y

mempercayakan dananya pada bafik.”

Dalam pengikatan suatu perjanjian tentulah harusypeehatikan syarat
sahnya suatu perjanjian, dimana syarat sahnyangiarjani diatur di dalam pasal
1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yatu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal

Mengenai pengertian kredit ini terdapat dua pihakgy berkepentingan
langsung yaitu pihak yang melepaskan uang atauitbredan pihak yang
menerima uang atau debitur, dan adanya kewajibanpdek penerima kredit
untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga yaegagitan. Dan kesepakatan
antara kreditur (pihak bank) dan debitur pada fraka dituangkan dalam bentuk

perjanjian yang disebut perjanjian kredit.

1 pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 TahuB 1&%ang Perbankan
15 pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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B.2. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit tidak diatur dalam ketentuan Rdamng-undangan yang
mengharuskan perjanjian kredit dibuat dalam akemtidk. Biasanya perjanjian
kredit yang melibatkan jumlah yang sangat besag ydibuatkan akta otentik
(notariel). Ketentuan ini disesuaikan oleh peraturesing-masing bank.

Perjanjian kredit dipandang sebagai perjanjian kbusdimana yang
berlaku dalam perjanjian kredit adalah ketentuaeskean umum yang ada dalam
KUHPerdata, disamping klausul-klausul yang disepakah kedua belah pihak.

Pemberian kredit harus ada persetujuan atau &ksgm antara bank
sebagai kreditur dan pihak lain nasabah peminjana dabagai debitur. Dengan
kata lain perjanjian kredit bank adalah perjanjiadak bernama dnbeniemde
overeentskomst) sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mamgat baik
dalam KUHPerdata maupun UU No. 10 Tahun 1998 tegngerbankan. Dasar
hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau Kesapaantara bank dan

calon debiturnya sesuai dengan azas kebebasambreiko

B.3. Pengawasan Kredit

Setiap kredit tetap berpotensi menjadi bermasatdéh karena itu
pengawasan terhadap pemberian kredit harus dilakaan Dengan adanya
pengawasan ini akan membantu pihak perusahaan omenkinimalisasi risiko
kredit yang bisa muncul.

Setiap bank menginginkan kualitassk assets yang sehat dalam arti
productive dan collectible sehingga setiap tahap dari proses kegiatan pet&aredi

harus dimonitor dengan baik untuk mengetahui sedariapenyimpangan yang
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terjadi dari kegiatan perkreditan, sehingga bankatlanengambil langkah-
langkah secepat mungkin untuk memperbaiki.

Sebagai wujud tanggungjawab bank dalam penyalureditk telah ada
ketentuan yang mewajibkan setiap bank umum meny&ampdaporan kepada
Bank Indonesia mengenai seluruh kegiatan usaha \@ergaitan dengan
pemberian fasilitas kredit kepada debitur, dandapani disampaikan setiap awal
bulan.

Salah satu prinsip yang disyaratkan oleh ketenpemundang-undangan
dalam usaha pemberian kredit adalah prinsip kdfaian prudential principles).
Prinsip ini memberi acuan bagi bank bahwa dalam beeian kredit tidak
dilakukan secara mudah, tanpa memperhatikan asgi&k yang akan muncul
dikemudian hari. Sebagai contoh hubungan prinsigiidalam penyaluran kredit
adalah dalam hal pembatasan jumlah kredit yang aksalurkan oleh bank,
seperti rasio perbandingan antara dana yang adahzak dengan jumlah kredit
yang disalurkan atau dalam istilah asing disé¢lmah to Deposit Ratio (LDR).

Dalam rasio ini akan memperlihatkan batas jumlaédikryang layak
disalurkan oleh bank yang tidak boleh melampauighndana yang ada padanya,

artinya jumlah dana yang keluar tidak akan menggatiguiditas bank.

B.4. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit
Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati obaia pihak yang terkait,
akan melahirkan suatu hak dan kewajiban dari phwakgersebut. Kewajiban dari

suatu hak akan menjadi hak bagi pihak laintfyisewajiban yang timbul dalam

18 Subekti,Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, hal 21
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suatu perjanjian harus dipenuhi oleh pihak yangdregkutan, apabila kewajiban
itu tidak dilakukan sesuai dengan isi perjanjiaraken dapat dikatakan telah
melakukan wanprestasi.
Ada dua kemungkinan kewajiban tersebut tidak ddipemnuhi, adalati
1. Karena keadaan memaksdor¢e majeure), yaitu keadaan diluar
kemampuan debitur.
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaapum kelalaian.
Untuk menentukan apakah seorang debitur itu kErsahelakukan
wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagainsg&orang deibitur itu
dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestas
Adapun 3 (Tiga) macam keadaan seorang debitur yadagat
dikategorikan telah melakukan wanprestasi, adélah
1. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
2. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukann
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak gelmana yang
dijanjikan
Karena adanya wanprestasi yang dilakukan olehkpiy@ng wajib
memenuhi prestasi, maka kemungkinan hal ini akgatdaenimbulkan kerugian
bagi pihak yang berhak menerima prestasi tersekeibagai akibatnya, maka
pihak yang karena perbuatannya atau kelalainnyay ydapat menimbulkan
kerugian tersebut kewajibannya untuk membayar ¢antigian.
Untuk mengetahui sejak saat kapan debitur itundd&eadaan wanprestasi

perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian iturditkan tenggang pelaksanaan

Y Munir FuadyHukum Perkreditan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 89
18 Gatot Supramonderbankan dan Permasalahannya, Djambatan, Jakarta, hal 120
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pemenuhan prestasi tidak ditentukan, dipandangu pemtuk memperingatkan
debitur guna memenuhi prestasinya itu.

Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhastagre itu
ditentukan, maka menurut ketentuan pasal 1238 Kud#®e, debitur yang
dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan.

Cara memperhatikan debitur supaya ia memenuhigsiaga seperti yang
dijanjikannya perlu diperingatkan secara tertubgsuai dengan pasal 1238
KUHPerdata. Peringatan tertulis itu berupa suratlie dari kreditur kepada
debitur yang wanprestasi. Sebagaimana kita ketadituiva seorang debitur dapat
diminta pertanggung jawabannya untuk memenuhi a@sestyang telah
dijanjikannya itu, yaitu untuk membayar hutang-ngiaya.

Dalam hal ini kreditur dapat memilih beberapa kegkinan, yaitu :

1. la dapat menuntut pelaksanaan perjanjian diseeagah penggantian
kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat dsktnya pelaksanaan
perjanjian

2. la dapat meminta pergantian kerugian saja, yaituudgi@n yang
dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambgdksanakan, atau
dilaksanakan akan tetapi tidak sebagaimana mestinya

3. Dalam hal suatu perjanjian, yang meletakan kewajitienbal balik,
kelalaian suatu pihak memberikan hak kepada pihahkg ylain untuk
meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatallidisertai dengan

permintaan penggantian kerugian

19 Subekti,Op.Cit.,hal 147-148
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4. la dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskiptakganaan itu sudah
terlambat.

Jadi pengertian wanprestasi dalam perjanjian kpedia umumnya adalah
"segala perbuatan yang dilakukan debitur yang tgkduai dengan apa yang telah
diperjanjikan dalam perjanjian kredit”. Dalam ha¢bitur wanprestasi dalam
perjanjian kredit, maka pihak bank selaku kreditlapat meminta debitur

memenuhi prestasinya.

B.5. Berakhirnya Perjanjian Kredit
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) UndadgfignNomor 10
Tahun 1998, perjanjian kredit dibuat secara komii@kberdasarkan pinjam-
meminjam yang diatur dalam Buku Il Bab 13 KUHPé&adaOleh karena itu,
ketentuan mengenai berakhirnya perikatan dalam B384 KUHPerdata berlaku
juga untuk perjanjian kredit. Berdasarkan ketentyzasal tersebut, maka
perjanjian kredit bank berakhir karena peristiwasgisva berikut?°
a. Pembayaran
Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan pregaasdebitur,
baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda mau@ya-biaya
lainnya yang wajib di bayar lunas oleh debitur.
b. Subrogasi
Subrogasi oleh Pasal 1400 KUHPerdata disebutkanagseb
penggantian hak-hak si berutang oleh seorang phkeilga yang

membayar kepada si berpiutang.

20 Muchdarsyah Sinungahlukum Jaminan, Bumi Aksara, Jakarta, hal 12
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c. Novasi
Pembaharuan hutang atau novasi di sini adalah timasuatu
perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai gamiy perjanjian
kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yangusibprakhir
adalah perjanjian kredit yang lama.

d. Kompensasi
Pada dasarnya kompensasi yang dimaksudkan olehl R42&
KUHPerdata, adalah suatu keadaan di mana dua piiaaky/saling
berutang satu sama lain, yang selanjutnya parek gbpakat untuk
mengkompensasikan hutang-piutang tersebut, sehinugkatan

hutang tersebut menjadi hapus.

C. Kajian Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM )
C.1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KM

Pengertian mengenai usaha mikro kecil dan meneagiWiKM ) diatur
dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia N@hdahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang pangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Ushlilao
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yanglidesendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usattabigkan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan iyailigi, ddikuasai,

21 pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia NomoFaun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah.
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atau menjadi bagian baik langsung maupun tidakslamg dari Usaha
Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteriahdJecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yendiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badahaugang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahagn dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung mauek langsung
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jurakdy&an bersih atau

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalashangpaUndang ini.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan (Kleeu@nNomor
571/KMK/ 03/2003 mendefinisikan bahwa pengusahail kagalah pengusaha
yang selama satu tahun buku melakukan penyeralrangoliena pajak dan/atau
jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto @anpenerimaan bruto tak
lebih dari 600 juta.

Usaha menengah menurut Intruksi Presiden (Inprespdd 10 Tahun
1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah di dkdimisebagai berikut*

1. Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yamgbbntuk badan
usaha orang perorangan, badan usaha yang tidakdagrthukum, atau
badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi.

2. Berdiri sendiri, dan bukan merupakan anak perusahstau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasik langsung maupun

tidak langsung dengan perusahaan besar.

22 Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1999tdieg Pemberdayaan Usaha Menengah
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3. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 206 jsampai dengan Rp.
10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan temgala, atau memiliki

hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta pernahu

C.2. Kiriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM
Mengenai kriteria usaha mikro kecil dan menengafeldiskan di dalam
pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 TentaatpdJMikro, Kecil dan
Menengah, yaitu sebagai berik®i :
1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000,00@lima puluh
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunanaéogaha; atau

b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp800.000,00
(tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000(@0@a puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.00Qia ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunanaeogaha; atau

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp30@0.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 3982000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

2 pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia NomdFatun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah.
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a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.00Q}dna ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.00000(sepuluh
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunanp& usaha; atau

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.800.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan palibgnyak

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hyrafiauf b, dan ayat (2)
huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, hurufilaimominalnya dapat
diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian diahg dengan

Peraturan Presiden.

C.3. Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro KecilMenengah (UMKM)
Tidak diragukan lagi bahwa usaha mikro kecil damemgah merupakan
salah satu benteng kokoh perekonomian negarahatani di buktikan dengan
adanya krisis di berbagai belahan dunia belakanmgiamamun perekonomian
Indonesia belum begitu merasakan dampak signifilkan krisis ini dan ternyata
yang menjadi penyebab ketahanan ekonomi negaraakiiéah adanya sektor
usaha mikro kecil dan menengah yang menjadi pengrperekonomian negara
kita, namun tampaknya potensi besar ini belum begindapat perhatian besar
dari pemerintah, hal ini dapat dilihat dari miniranyermodalan bagi sektor usaha
ini, dan bank-bank besar lebih memilih memberikaedk untuk usaha yang

relatif lebih besar.
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Padahal di dalam Undang-undang Undang-undang R&plrizonesia

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil ddenengah diatur

mengenai pembiayaan dan penjaminan usaha mikrd, de@at menengah, yaitu

dalam pasal 21 yang berbunyi sebagai berfkut :

1)

2)

3)

4)

5)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pgaalidbagi Usaha
Mikro dan Kecil.

Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pemaiayadari
penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikqrada& Usaha Mikro
dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjamirhibah, dan
pembiayaan lainnya.

Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakabigpgan yang
dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalamtiderpemberian
pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usahat dapmberikan
hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengksn sumber
pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat ubts&ha Mikro dan
Kecil.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikgantif dalam
bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringdaagh sarana dan
prasaranadan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengannkede
peraturan perundang-undangan kepada dunia usaltp rganyediakan

pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

24 pasal 21 Undang-undang Undang-undang Republiknesla Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
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Sedangkan pembiayaan dan penjaminan untuk sek&drausienengah
diatur dalam pasal 24 Undang undang Undang-undapglitik Indonesia Nomor
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Meaéngang berbunyi sebagai
berikut %

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan penyaemlaUsaha
Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminagaden
a) memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaadal kerja dan
investasi melalui perluasan sumber dan pola perabhiayakses terhadap
pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan

b) mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan menikeykafungsi

lembaga penjamin ekspor.

Perlindungan terhadap usaha kecil dan menegah tiaiur dalam
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UsaharoMiKecil dan
Menengah. Undang-undang ini merupakan landasanaudatam pembinaan dan
pengembangan usaha kecil di Indonesia. Namun, adadang ini belum
mampu membuka lebar terhadap kemapanan dan pettamingaha mikro, kecil
dan menengaff.

Sampai saat ini perhatian terhadap pertumbunan UNd&Mm maksimal.

Panjangnya birokrasi dan sulitnya akses perbankamadi kendala besar bagi

% pasal 24 Undang-undang Undang-undang Republiknegia Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

26 Delman PrenkiPeran Hukum Perbankan Dalam Pember dayaan Kredit Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) Sudi Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Lubuk Pakam, 2008, Sekolah
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan
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UMKM dalam hal permodalan, padahal UMKM salah sséktor usaha yang

terbukti menyerap tenaga kerja karena bersifattjadga®’

C.4.

Kelebihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK

Usaha kecil yang pada kenyataannya mampu bertadramdngantisipasi

kelesuan perkonomian yang diakibatkan inflasi. Bagpbsidi maupun proteksi

beberapa pelaku usaha kecil mampu menambah niN@sad@egara khususnya

industri kecil di sektor informal dan mampu berpesebagai penyangga dalam

perekonomian masyarakat menengah kebawah. Bebeiapatrategis UMKM

bagi perkembangan perekonomian negara ad@lah :

1.

Adanya indikasi yang menunjukkan bahwa banyak pkaduentu yang
dikerjakan oleh sektor riil yang justru hasilnyasebut digunakan oleh
industri menengah dan besar dengan alasan manggnlgiaih ekonomis.
Merupakan pemerataan konsentrasi dari kekuatanakakuekonomi
dalam masyarakat.

Prosedur hukum UMKM sangat sederhana dalam pendyéa

Umumnya mampu untukurvive karena dalam usaha UMKM terkadang
adalah perintisan produk baru yang belum ada pgsgn

Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktera pasar UMKM
yang masih luas sehingga dapat digali melalui Kreest pelaku UMKM.
Relatif tidak membutuhkan investasi terlalu beganaga kerja tidak
berpendidikan tinggi, dan sarana produksi lainngkatif tidak terlalu

mahal.

27 Ibid

28 |bid Hal. 36
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7. Memberikan peluang dan kemudahan dalam peraturan kehijakan

pemerintah demi berkembangnya usaha kecil.

C.5. Kelemahan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil danérigah (UMKM)
Kelemahan dan hambatan dalam pengelolaan usahd&daitan dengan
faktor ekstern dan intern yang melipdti :
1. Tidak mengetahui secara tepat kebutuhan modal Keaj@na tidak

memiliki perencanaan kas yang baik.

N

Sering terjadi kesalahan manajemen dan ketidak@eduengelolaan
terhadap prinsip-prinsip manajerial.
3. Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik.

4. Tidak memiliki program pengendalian dalam memutaiha.

ol

. Tidak pernah memiliki studi kelayakan, penelitiaas@r dan analisis

perputaran uang.

D. Kajian Umum Tentang Desa Pakraman
D.1. Pengertian Desa Pakraman

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selaajdisgbut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas beitagah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyasstaimpat, berdasarkan
asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakmi didormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indorié§lalam sistem pemerintahan

29 |bid Hal. 37
30 Opcit. Nengah Keddy Setiada.Hal. 5



31

desa di Bali terjadi pengkhususan yang membagi demgadi dua yaitwesa
pakraman ( desa adat ) dan desa dinas.

Desa pakraman yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempusgtu kesatuan tradisi
dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umatuHsedara turun temurun
dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desg yg&empunyai wilayah
tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhakgomes rumah tangganya
sendiri>!

Desa adat adalah merupakan kesatuan masyarakatadirasa kesatuan
sebagai warga desa adat terikat oleh wilayah ter{&arang desa) dengan batas-
batas yang jelas dan terikat pula oleh satu siséenpat persembahyangan yang
disebut kahyangan tiga yang terdiri dari Pura Dé&saa Puseh, Pura Dalem.
Untuk memahami desa adat maka dibawah ini dikemarkalua sumber yang
memberi pengertian desa adat di Bali :

1. Desa adat merupakan suatu kesatuan wilayah dimare wwarganya
secara bersama-sama mengkonsepsikan dan mengaktifgacara-
upacara keagamaan untuk memelihara kesucian dessa Resatuan
sebagai warga desa adat terkait oleh karena adangag desa (wilayah
teritorial desa)awig-awig desa adat, (sistem aturan desa dengan peraturan
pelaksanaanya), dan pura kahyangan tiga (tiga gesa sebagai suatu

sistem tempat persembahyangan bagi warga desaadat)

31 peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2D&ftang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembag&r@ditan Desa.

32 | Gusti Gede Rakd)esa Adat Dalam Arus Administrasi, Lembaga Pengkajian Budaya Bali,
Denpasar, 1955.hal. 19
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2. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adabpinsi daerah
Tingkat | Bali yang mempunyai satu kesatuan tradsn tata krama
pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara tteorurun dalam
ikatan kahyangan tiga (kahyangan desa) yang menapwilayah tertentu
dan harta kekayaan sendiri serta berhak menguromirutangganya

sendiri3

D.2. Kahyangan Tiga

Desa adat sebagai kesatuan masyarakat denganiateagtimaan Hindu
dan sekaligus berfungsi sebagai lembaga yang masgksikan dan
mengaktifkan interaksi sosial masyarakat desa adatka kahyangan tiga
merupakan salah satu unsur mutlak dari pada des& #&@&hyangan tiga
merupakan kesatuan pura yang terdiri dari tiga Keknpura yakni Pura Desa
adalah pura tempat memuja Dewa Brahma, Pura Pusdahatempat memuja
dewa Wisnu, dan Pura Dalem tempat memuja Dewa Siwa.

Tiga kesatuan pura tersebut adalah sebagai unsigikpé sebuah desa
adat dimana rasa kesatuan sebagai suatu wargaadatderikat oleh adanya
kahyangan tiga sebagai suatu sistem tempat perbgarian bagi para warga
desa yang menyangkut sejumlah kewajiban bagi pargandesa adat.

Pura Kahyangan Tiga adalah merupakan salah satadeinya desa adat
dimana sebuah desa selain sebagai kesatuan deaiganablatas yang jelas, desa
senantiasa ditandai oleh batas-batas pemujaan ldas@ayang satu dengan yang

lain selalu mengatasi diri mereka pada batas-lpsasijaan pada tiga lingkungan

3 Perda Propinsi Tingakat | Bali Nomor 06 Tahun@,98ududukan Fungsi dan Peranan Desa
Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat |
Bali
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desa mereka dari mana mereka berasal atau melalaktasitas untuk suatu
proses persembahyangan di tiga pura tersebut. 8eida dari uraian tersebut
maka dapat dikatakan bahwa pura kahyangan merugakamtama dan sekaligus
sebagai unsur mutlak (konstitutif) yang bersifatrisml religius dari adanya

sebuah desa adat di BHii.

D.3. Palemahan Desa (Wilayah Desa)

Palemahan adalah merupakan unsur mutlak dari desa adat. Luas
palemahan desa adat di tentukan oleh perbatasan-perbatasannydalam batas-
batas ituprajuru adat melaksanakan otonomnya terhada@mma desa adat
termasuk mengurus harta kekayaanya sefrdiri.

Palemahan adalah merupakan wilayah teritorial desa adatafi@rdesa)
dankarang desa ini merupakan salah satu unsur yang mengikatpessatuan dan
batas-batapalemahan ditentukan dalam kesepakatan dengan desa tetalagga

batas-batas yang telah disepakati dituangkan dalgiawig yang bersangkutan.

D.4. Pawongan (Krama Desa Adat)

Merupakan warga desa adat yang tinggal di dalamwyedil desa adat yang
diangkat sebagai warga desa adat berdasarkan ukamteawig-awig yang
mengatur pengangkatan warga ad@@wongan merupakan unsur mutlak yang
kedua dari keberadaan desa adat. Yang tern@esudngan disini adalahkrama

desa adat (anggota desa adat)maiuru adat (pemerintah desa adat).

3 Widya Satya Dharmajurnal Kajian Hindu Budaya dan Pembangunan Vol. 5 No.2, Edisi
Puputan STIE, Singaraja, 1999, hal. 23
% Ibid. Hal. 27
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Krama desa adat adalah orang yang bertempat tinggadleinahan atau
wilayah desa adat dan dapat diartikan sebagai gmkam manusia yang
dipersatuakan karena mereka mendiami suatu wiltsrédntu. Ditinjau dari segi
hukum adat di Bali dan ciri khas desa adat makagoyang bertempat tinggal di
palemahan desa tidak seluruhnya sebalgema desa adat atau anggota desa adat.

Krama yang dapat menjadirama desa adat adalah orang yang beragama
Hindu yang bertempat tinggal dalemahan desa adat yang bersangkutan, dalam
kaitannya dengan ini yang perlu diperhatikan adbktwa yang dihitung sebagai
krama desa adat bukan orang secara individu melainkdunalga atau suami

istri.>®

D.5. Prajuru Adat (Perangkat Desa)

Prajuru adat adalah merupakan alat bagi desa adat dalam
menyelenggarakan segala urusan rumah tangga desasedala kepentingan
krama desa adat dan mewujudkan secara nyata tujuantgiaigditetapkan oleh
sangkep krama desa adat (rapat anggota desa adat), disampimqyaguru juga
mempunyai tugas untuk melaksanakan berbagai paras@pertawig-awig desa
adat beserta aturan pelaksanaanya yang ditetapiasangkep krama desa adat.

Sangkep ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalesa ddat.
Prajuru adat dipilih dan diberhentikan oletangkep krama desa adat dan
karenanya prajuru desa adat bertanggung jawab atas penyelenggaraan

pemerintahan desa pakltama desa adat melalsangkep krama desa adat’

3 Budi Kresna AryawarRenerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awig-awig Desa Adat Oleh
Krama Desa di Desa Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provins Bali, 2006,
Program Study Magister Kenotariatan Universitasonggoro (UNDIP) Semarang.

" Ibid. Hal. 21



BAB II1

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan M etode Pendekatan
Penelitian ini merupakan jenis penelitian empirislengan metode

pendekatan yuridis sosiologis karena hendak meldzat meneliti mengenai
pelaksanaan prinsip kehati-hatian pengelolaan LB&apasal 7 Perda Provinsi
Bali Nomor 8 Tahun 2002. Pendekatan yuridis sogisladigunakan untuk

mengkaji permasalahan dari aspek hukum yaitu pemfperaturan yang

berhubungan dengan lembaga perkreditan desa daih ksaha sektor mikro dan
kecil serta mengkaji secara langsung penerapan gdakgukan oleh lembaga
perkreditan desa maupun pemerintah daerah melatansi terkait. Di dalam

penelitian ini akan menjelaskan pelaksanaan prinsghati-hatian dalam

pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil paelmbaga Perkreditan Desa
Pakraman, apa saja yang menjadi hambatan pelaksamamsip kehati-hatian

dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kealla Lembaga Perkreditan
Desa Pakraman, serta bagaimana upaya dari Lemlegeeditan Desa untuk
mengatasi hambatan pelaksanaan prinsip kehatishdddam pemberian kredit

sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perlare@iesa Pakraman.

B. Alasan Pemilihan L okasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adal&hntor Lembaga
Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabamakahtor Dinas Koperasi

UKM dan Perindag Kabupaten Tabanan, karena di Lgmierkreditan Desa
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Pakraman Kota Tabanan jumlah kredit bermasalalosekiha mikro dan kecil
di LPD sekitar 10 persen dari total pemberian kretkngan rata-rata pemohon
kredit setiap bulannya sekitar 25 orang. Melihaimmhonan kredit yang tinggi
ternyata disertai dengan tingginya angka kredinbsialah tentu menjadi hal yang
menarik untuk diteliti. Oleh karena itu penulis m@mmelakukan penelitian di

Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Kota Tabanan, Bal

C. Jenisdan Sumber Data
a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berkad@ngan permasalah

yang akan dikaji digolongkan dalam 2 (dua) jenisuya

1. Data Primer, yang dimaksud dengan data primer hdd#éa yang
diperoleh langsung dari sumber pertama, data imudae hasil
wawancara kepada narasumber/subyek penelitian tgakgit dengan
penelitian ini, yaitu informasi dan dokumen-dokumdari pihak
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kataanan
sebagai pihak pemberi kredit sektor usaha mikrokg&il, Pemerintah
Daerah Kota Tabanan melalui Dinas Koperasi UKM darindag
Kabupaten Tabanan sebagai pihak yang berwenang eto@nigan
regulasi yang berhubungan dengan Lembaga Perkneldi#aa (LPD)
dan sektor usaha mikro dan kecil di wilayah Kabepafabanan dan
hasil wawancara berupa informasi dengan nasabah &by
melakukan perjanjian kredit usaha mikro dan kedil Lémbaga

Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan.
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2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh darintdsi yang telah
diolah oleh pihak lain, seperti segala macam bedtkumen. Dalam
penelitian ini data sekunder berupa data yang dliglerdari studi
pustaka terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun Z@dfang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-undang No&®iahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undan@iNbtOnTahun
1998 Tentang Perbankan, Peraturan Daerah ProvigsiN®mor 3
Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan D&eogiinsi Bali
Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desadata
yang diperoleh dari pengkajian terhadap litergberjanjian kredit di
LPD, serta data-data tertulis lainnya yang tertaiigan permasalahan
yang dikaji oleh penulis.

b. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalamelgen ini, penulis

memperolehnya dari 2 (dua) sumber data yaitu :

1. Sumber data primer
Dalam hal ini penulis memperoleh sumber data mielpénelitian
langsung pada lokasi penelitian yang telah diteariuderta wawancara
langsung pada pihak yang terkait antara lain : tagpa Perkreditan
Desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan, Pemeriraainab Kota
Tabanan melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindag ugalben
Tabanan, dan nasabah kredit usaha mikro dan kecilechbaga

Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan.

2. Sumber data sekunder
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Dalam memperoleh data ini penulis melakukan studitgka yang
dilakukan di perpustakaan Universitas Brawijaya dnag, PDIH
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terhadap Reaat perundang-
undangan tentang permasalahan yang dikaji sertdi giustaka
terhadap literatur , tulisan-tulisan dalam bentakn |yang sesuai

dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan benkaitdengan
permasalahan yang dikaji maka teknik pengumpulaa ylng digunakan penulis
adalah :
a. Pengambilan data primer
Teknik ini dilakukan dengan wawancara langsung derigepala lembaga
perkreditan desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabantauk tmengetahui
pelaksanaan prinsip kehati-hatian pasal 7 PerdaridNomor 8 Tahun
2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dalam pesnblerédit sektor
usaha mikro dan kecil di lembaga perkreditan dedagman, dan salah
satu staf Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian d@erdagangan
Kabupaten Tabanan, dimana penulis terlebih dahutunyosun daftar
pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksamaaancara.
b. Pengambilan data sekunder
Dalam pengambilan data sekunder ini penulis mergjam penelusuran
kepustakaan atau studi pustaka, serta peraturangserg-undangan yang

lain yang terkait dengan permasalahan yang dikgntdranya Kitab
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Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang DHsaara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan literatur, daa-data tertulis lainnya

yang berhubungan dengan permasalahan yang dikajpanulis.

Populasi dan Sampel
. Populasi
Populasi penelitian ini adalah seluruh pihak dalah pemberian kredit
sektor usaha mikro dan kecil di LPD Desa Pakramabaman meliputi
pihak LPD sebagai kreditur dan nasabah LPD selwhmiur kredit usaha
mikro dan kecil, dan seluruh pegawai Dinas Koperb{M dan
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan.
. Sampel
Sampel penelitian ini adalah pihak dari LPD Des&kr&@man Tabanan
yaitu dari Pimpinan/Kepala LPD dan Pihak dari pegaidnas Koperasi
UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaterangab yang
diwakilkan oleh staf seksi bidang usaha LPD, jud@alp debitur kredit
sektor usaha mikro dan kecil di LPD Desa Pakransaaian.
. Responden
Adapun Responden dalam penelitian ini adalah pgiak yang
representatif, antara lain :

1. 1 (satu) orang kepala LPD Desa Pakraman Tabanan

2. 1 (satu) orang kepala seksi bidang usaha LPD DKwserasi

UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupatearigab

3. 2 (dua) orang debitur yang kreditnya dinyatakamiaesialah
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d. Teknik Pengumpulan Sampel
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan berkaitdengan
permasalahan yang dikaji maka teknik pengumpulampsea yang
digunakan penulis adalaburposive sampling. sesuai dengan namanya,
sampel diambil dengan maksud atau tujuan terteSaseorang atau
sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti amygap bahwa
seseorang atau sesuatu tersebut memiliki inforyesy diperlukan bagi

penelitiannya?®

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptdhitatif. Melalui
metode deskriptif penelitian ini memberikan gambaganpiris faktual mengenai
berbagai aspek yang berhubungan dengan spesifdakgpitu pelaksanaan pasal
7 Perda Provinsi Nomor 8 Tahun 2002 Tentang LemPaghreditan Desa dalam
pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil adndaga perkreditan desa
pakraman.

Sementara itu dengan model analisis kualitatif [igre ini juga
menyajikan mengenai kualitas informasi empiris diaktyang juga terkait dengan
aspek yang telah dijelaskan. Sehingga dengan dmmikielalui penggunaan
kedua metode analisis seperti yang dijelaskan piameini secara komprehensif
tidak hanya memberikan gambaran data empiris fakbegainkan juga kualitas

yang disajikan menjadi bagian yang tidak terpisattkaam laporannya.

38 Fajar, Mukti dkk. 2010,Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
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Definis Operasional

. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yangimédsan oleh Lembaga
Perkreditan Desa Pakraman dimana dalam menjalabRd&h maupun
dalam proses pemberian kredit di LPD senantias&abidnati atau
berdasarkan prosedur yang berlaku sebagaimananyeesti

. Kredit adalah Pinjaman yang diberikan oleh pihaknbhaga Perkreditan
Desa (kreditur) kepada krama desa (debitur), demgega tertentu dan
waktu pengembalian yang disepakati oleh para pihak.

. Usaha mikro dan kecil adalah usaha yang memilikakaan atau modal
tidak lebih dari Rp. 500 juta rupiah tidak termagakah dan bangunan
tempat usaha.

. LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakrdalam wilayah
Provinsi Bali dalam hal ini adalah LPD Desa Paknaidata Tabanan.

. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukundigeliadvinsi Bali
yang memiliki satu kesatuan tradisi dan tata krgmeagaulan hidup
masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalatankKahyangan
Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayaknir dan harta

kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tagggaendiri.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum L embaga Perkreditan Desa (L PD) Pakraman K ota
Tabanan
1 Sejarah Pendirian LPD

Setelah lebih 25 tahun berjalan Lembaga Perkredi@sa (LPD) sudah
cukup dikenal dan terkenal keberadaannya khusudny@aerah Bali. Dalam
perjalanannya sudah tentu banyak rintangan maupangataman yang
menyedihkan dan menggembirakan terjadi.

Meskipun demikian sebagai sebuah lembaga yang adaakan terus
dibentuk di setiap Desa Adat di Bali ini, mempungaran mulia dan penting di
Desa Adat itu sendiri. Untuk itulah keberadaan LiRDwajib dipertahankan dan
dikembangtumbuhkan dengan sistem dan teknis sertaapan dan SDM yang
memadai.

Dalam pengelolaan keuangannyapun diperlukan adpeg#inaan agar
lebih diarahkan pada sektor-sektor produktif yadg antuk dikembangkan di
Bali disamping juga mempertimbangkan langkah-lahgkang bisa memberi rasa
nyaman dan aman baik bagi nasabah/ masyarakat mduambaga Perkreditan
Desa itu sendiri termasuk stake holdernya.

Dari sisi sejarah terbentuknya LPD, secara sind&ptat disampaikan dari
hasil Seminar Perkreditan Desa di Semarang tah&4 i®ntang dibentuknya
Lembaga Dana Perkreditan Desa di Desa untuk keamti masyarakat

pedesaan. Hasil dari seminar ini menginspirasi Fiemaé Provinsi Bali untuk
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mencetuskan suatu gagasan untuk membadésa pakraman melalui
pembentukan LPD yang diharapkan dapat memberi raaakonomi yang besar
bagidesa pakraman.

Selanjutnya Pemerintah Daerah bersama DPRD Balta s&ank
Pembangunan Daerah Bali melakukan studi bandirigrigrPerkreditan Desa ini
yang telah ada di beberapa daerah seperti SumBtest, Jawa Barat, Jawa
Tengah. Kemudian untuk pertama kalinya ditindakuamengan SK Gubernur
No. 972 tahun 1984, tanggal 1 Nopember 1984 tenf@igdirian Lembaga
Perkreditan Desa di Baf.

Sebagai uji coba ditetapkan mendirikan LPD sebayalkah LPD, satu
di tiap Kabupaten yang ada di Bali dengan bantuadaiawal Rp. 2 juta dari
Pemda Bali. Selanjutnya untuk lebih memperkuat dasieum pendirian LPD itu,
SK Gubernur di atas dirubah menjadi Peraturan Dam 2 tahun 1988. Dimana
Perda ini terus mengalami perubahan dan penyemguystu dengan Perda No.
8 tahun 2002 dan terakhir dengan Perda No. 3 ta007.

Memperhatikan pendirian LPD berdasarkan pada RearatDaerah itu
mengandung pengertian bahwa LPD itu sifatnya lolead Otonom karena LPD
bukan Bank. Disamping itu dari dulu Pemerintah Bhesudah mengkaji dan
melihat dengan pendirian LPD di masing-masing Da&dat di Bali ini akan
membawa dan memberikan dampak positif terhadapimpetthan perekonomian

akan lebih cepat, memperkecil gerak sistem ijomlpgaan lapangan usaha dan

% Profile Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Daerali BAD8. Hal 7.
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lapangan kerja dan tugas mulia lainnya adalah rgaenkgpentingan Desa Adat
dengan Kahyangan Tiganya dalam menghadapi perkeyabgaman?®

Dari sisi organisasi, management, pembinaan darggpeasan juga
ditetapkan oleh Pemda Bali. Dengan organisasi y&ugrhana, pembinaan dan
pengawasan internal melibatkan aparat Desa Adasendiri. Pembinaan dan
pengawasan teknis juga ditentukan dan ditetapkah &emerintah Bali dari
tingkat Kabupaten, Propinsi serta melibatkan BapknPangunan Daerah Bali
dengan beberapa SK Gubernur diantaranya SK Gub&aluNomor 3 Tahun
2003 Tentang Status dan Tugas-tugas Pembina LemBagaeditan Desa
Kabupaten/Kota, SK Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 20@Bitang Penyetoran
dan Penggunaan Keuntungan Bersih LPD, SK Guberalir NBDmor 7 Tahun
2003 Tentang Dana Perlindungan LPD, SK Gubernur Bamor 8 Tahun 2003
Tentang Pembentukan Badan Pembina LPD Provinsi B&i Gubernur Bali
Nomor 95/01-C/HK/2003 Tentang Pelimpahan WewenamggBwasan LPD di
Provinsi Bali Kepada Bank Pembangunan Daerah B&liGubernur Bali Nomor
12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalamgelolaan LPD.

Memperhatikan apa yang dilakukan oleh Pemda Bald#&pat dikatakan
Pemda sangat serius untuk mengayomi keberadaarirliPBegitu juga dari sisi
operasionalnya Lembaga Perkreditan Desa ini mesistem dan cara kerja
perbankan terutama BPR. Tapi perbedaannya kalay pmirian, pengawasan
organisasinya ditentukan oleh Peraturan Daerah $lknGubernur, artinya
sifatnya lokal dan operasionalnya otonom. Sedarfg Biena menyandang nama

Bank meskipun dengan lingkup lebih kecil dari Basum, Pendirian, bentuk

9 |bid.



45

hukum, pembinaan, pengawasannya didasarkan atanghuhdang No. 8 Tahun
1998 tetang Perbankan, dimana pelaksanaannya kilakoleh Bank Indonesia
dengan berbagai Regulasinya.

LPD di tingkat nasional kalau dicermati ada legedinya khususnya di
UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan kemudiambah dengan UU
Nomor 10 Tahun 1998 khususnya Pasal 58 disebulieark desa, lumbung desa,
bank pegawai, lumbung pitih nagari, LPD, badan ikrddsa, itu dikualifikasi
sebagai atau diberikan status sebagai Bank PetdnedRakyat berdasarkan
Undang-undang. Kalau yang yang dimaksud lembagg giamaksud BPR adalah
yang ada di desa dinas dan bukareta pakraman. Artinya desa seperti yang
dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004ahgnPemerintahan
Daerah, kalau dilihat dari sisi ini sebenarnya dist@ dengan LPD yaitu yang
ada di desa dinas. Di Bali LPD bukan di desa ditegsi, ditempatkan ddesa
pakraman.*

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan daemmu#lian disebutkan
juga sebagai badan usaha keuangan yang dimilikiukaiimilik desa yang
menjalankan kegiatan usahanya di lingkungan desaidaukkrama desa dalam
hal ini LPD di Bali tidak tunduk dengan pengatutdd Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan, karena dalam BPR maupun bankmumpengawasan
tertingginya ada di bawah Bank Indonesia sebag#k bantral, sedangkan dalam
LPD ada dua pengawas yaitu pengawas internal mieaogaadan pengawas yang

dibentuk oleh desa adat yang bertugas mengawagyjejpdman LPD, dan

*1| Nyoman Nurjaya, Lembaga Perkreditan Desa di Balam Perspektif Antropologi Hukum,
Ida Bagus Wyasa Putra(Ed)andasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan
Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali, Udayana University Press, Bali, 2011, Hal 25.
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pengawas eksternal dilakukan oleh Gubernur BalialmeBank Pembangunan
Daerah Bali.

Disamping itu berdasar Undang-undang No. 8 tahi#8 X&suai dengan
amanat pasal 37 b juga telah didirikan lembagarlEmSimpanan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2008, yang temdalam LPS ini adalah
Bank Umum dan BPR. Sedang LPD tidak ikut karenabuernama Bank tetapi
sebagai Lembaga Perkreditan yang juga menerimaasiampdari masyarakat.

Disinilah kelihatan keunikan LPD itu yaitu pendirja pembinaan,
pengawasan, organisasi dan management operasianaensifat lokal dan
otonom semuanya berdasarkan pada Peraturan D&aBGubernur darawig-
awig desa pakraman. Disamping LPD sangat dikaitkan dengan menjaga
kepentingan dan eksistensi Desa Adat itu sendiri.

Dari sisi keunikannya dan sederhananya sistim @gan dan
management itu ternyata pertumbuhan LPD selamhb i 25 tahun ini cukup
membanggakan dan meyakinkan, dimana asset LPD saapgan Juni 2010
telah mencapai RP. 4,6 Triliuff.

2. Fungs dan Tujuan Dibentuknya L PD Dalam Desa Pakraman

Fungsi dibentuknya LPD daladesa pakraman adalah:

1. Sebagai Wadah Kekayaan Desa yang berupa uang atatrssrat

berharga lainnya.

2 |da Bagus Yadnya, 2010PD Menatap Masa Depan Bagian 1(online),
http://www.bisnisbali.com/2010/10/23/news/opinitmiy ( 26 Desember 2011).
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2. Sebagai salah satu Lembaga Usaha Milik Desa Adaj garahkan pada
usaha-usaha peningkatan taraf hidkpama desa dan menunjang

pembangunan desa adat.

Tujuan dibentuknya LPD daladesa pakraman adalah:

1. Mendorong pembangunan dan Menjaga ketahanan ekdirama Desa
Adat melalui tabungan yang terarah serta penyalm@oial yang efektif.

2. Memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain, yamagad dipersamaan
dengan itu.

3. Menciptakan Pemerataan & kesempatan berusaha mgavbesa dan
tenaga kerja di Pedesaan.

4. Meningkatkan daya beli, melancarkan lalu lintas Ipayaran dan
peredaran uang di Desa.

5. Pelestarian Budaya, Adat dan Agama Hindu.

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bddilah untuk
menghindarkan warganya dari praktek ijon. Di dalg@leksanaannya, Lembaga
Perkreditan Desa (LPD) berpijak pada desa adatgaelsmuatu persekutuan
hukum. Sebagai suatu persekutuan masyarakat hutatndesa pakraman dapat
mengakar, hidup dan berkembang dalam kehidupanaredst serta tetap dapat
dihormati sebagai persekutuan hukum yang asli selama disebutkan dalam
Pasal 18 B Undang-undang Dasar 1945 menentukanababgara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum bhdaéerta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuaigatenperkembangan
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masyarakat dan prinsp Negara Kesatuan Republiknegia, yang diatur dalam

Undang-undan§®

Begitu pula diatur secara lebih khusus dalam Phsaigka 12 Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahamaDaenenyebutkan
bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lairmha#teasatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang beamgnuntuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasasal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati daléstes Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik IndonesiaBerdasarkan hal tersebut maka desa mempunyai
hak dalam mengurus kekayaan sendiri termasuk dimdala mengurus Lembaga

Perkreditan Desa (LPD) yang dipercayakan oleh pataérdaerah.

Kehadiran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini sangsrapkan dan
diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat desaapsn untuk mendapatkan
pinjaman modal usaha untuk meningkatkan pendapgamengan adanya LPD
masyarakat desa pakraman mendapatkan fasilitasepé@gn yang dapat melayani
kebutuhan kredit. Warga masyarakat yang sebelusmjtamendapatkan bantuan
kredit dapat berhubungan dengan cara yang relatiflam LPD tidak saja
bersikap luwes dalam pelayanan tetapi juga berupaymyalurkan kredit
sedemikian rupa sehingga penyalurannya tepat sayaitu bagi warga yang

usahanya berskala kecil, produktif dan benar-bereanerlukan.

43 Undang-undang Dasar Negara Republik IndonesiaT4845 Pasal 18 B.
4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Petaben Daerah Pasal 1 Angka 12.
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Kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh LiAtatap masyarakat
yang memohon kredit merupakan salah satu faktoy y@enentukan keberhasilan
LPD dalam menjalankan kegiatannya. Terlebih lagiga® adanya peran serta
pemerintah untuk membimbing LPD berdampak postiiadap kepercayaan dan
kesetiaan di dalam memenuhi kewajiban masyarakakumengembalikan kedit.
Hanya saja tidak akan ada suatu jaminan bahwa tkyadig telah disalurkan
selalu berjalan lancar. Adakalanya penyaluran krgdng terlalu cepat tanpa
melakukan proses penilaian dan analisis yang matai@ dapat menyebabkan

kredit yang telah disalurkan tidak aman pengembajia.

Sedangkan disisi lain diperlukan adanya eksistBesia Pakraman yang
kuat dan kokoh. Kuatnya keberadaaan desa pakramaangat tergantung dari
krama desa atau masyarakat desa adat yang melaksanakan-aturan ataupun
norma-norma hukum adat yang berlaku. Dalam halehiruh lapisan masyarakat
krama desa taat dan patuh terhadap norma-norma hukumyadg berlaku.
Dengan semakin baiknya desa pakraman dan juga &gtgpya norma-norma
hukum adat akan dapat mendukung kelancaran pekdsasperasional LPD di
desa bersangkutan. Oleh karena itu yang menjadiatam operasional LPD
adalah selalu berpijak pada hukum adat setemphaingga kedudukan LPD di

dalam masyarakat desa pakraman akan menjadi kaobetkelanjutan.

Kokohnya LPD di desa pakraman dirama desa sebagai masyarakat
pendukungnya akan dapat membantu masyarakat sekeayah desa untuk
mendapatkan pinjaman kredit guna meningkatkan daengembangkan

perekonomian pedesaan, LPD mempunyai kedudukamaemativator terhadap
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krama desa untuk belajar berusaha dengan menggunakanpilgaman berupa

kredit yang disediakan oleh LPD.

Adanya kemudahan masyarakat mendapatkan pinjamafalnad LPD
akan dapat merangsakgama desa untuk belajar berusaha guna meningkatkan
pendapatannya. Dengan demikian kelancaran lalasliman perkonomian di

pedesaan akan menjadi lebih lancar dan terarah.

Kuatnya kedudukan LPD di masyarakat desa pakraneagash adanya
dukungankrama desa sebagai tempat berpijaknya yang berasaskamhadat
yang berlaku. Selama masyarakat desa pakramadatdam tetap ajegnya norma-
norma hukum adat, selama itu pula keberadaan LBBgse pemberi kredit juga
pemberi motivasi kepada seluruh masyar&katma desa untuk belajar berusaha

dengan memanfaatkan LPD yang ada untuk mendapgitkaman kredit.

Dapat ditegaskan pula akan terjadi suatu sinergirarLPD dengan desa
pakraman, LPD membutuhkan suatu landasan yangdalam pelaksanaannya
yaitu desa pakraman dan hukum adat yang lestada Be&i lain masyarakat
membutuhkan dana pinjaman untuk meningkatkan damgembangkan
usahanya, sehingga kedudukan LPD di tengah-tengalyarakat desa pakraman

akan semakin kuat dan lestari.

Secara tidak langsung LPD ikut berpartisipasi dafangsinya sebagai
wadah kekayaan desa sehingga keamanan dan keutahgnatau surat-surat
berharga lainnya akan terjamin. Di samping itu LRIGa berfungsi sebagai

pendorong masyarakat desa untuk belajar hidup hesaat berhati-hati dalam
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pengguanaan dan pengelolaan dana yang diperolebRiaitu sendiri serta akan

menjadi pangkal keberhasilan dalam berusaha.

3. Segjarah LPD Desa Pakraman Kota Tabanan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kaltarian pertama
kali didirikan pada bulan Juli tahun 1998, melaBK Gubernur Bali No. 55
Tahun 1989 Tentang LPD Kota Tabanan, namun pada th992 sempat berhenti
beroperasi disebabkan oleh adanya permasalahanahté LPD itu sendiri, dan
tahun 1998 kembali beroperasi sampai sekarang, paatapertama kali berdiri
LPD Pakraman Kota Tabanan bertempat di kantor @dad Peken, namun
karena semakin berkembang dan terus mengalamigietan jumlah nasabah
tempat yang ada dirasa sudah tidak mencukupi &, lalu pindah kevantilan
Desa Pakraman Kota Tabanan, sampai terakhir pada 2009 sampai sekarang

kantor LPD Pakraman Kota Tabanan berada di Jalala®an 1X Tabanan, Bali.

4. Bidang Usaha LPD Serta Produk dan Jasa Layanan LPD Desa

Pakraman Kota Tabanan

a. Bidang Usaha L PD

1. Simpanan dalam bentuk tabungan dan simpanan bkgatgu deposito.

2. Pinjaman atau kredit yang diberikan untuk kegidtagiatan yang bersifat
produktif pada sektor pertanian, industri atau jkeaa kecil, perdagangan
dan usaha yang dipandang perlu.

3. Usaha-usaha lain yang bersifat pengerahan dana desa

4. Penyertaan modal pada usaha-usaha lainnya.
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5. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan lai

b. Produk dan Jasa Layanan L PD Desa Pakraman K ota Tabanan

1) Tabungan
a) Tabungan Sukarela
Suku bunga 0.50 % / bulan dari Saldo terendalanbtakwin.
Bisa ditarik sewaktu-waktu pada jam kantor. Sebagaminan
/persyaratan utama untuk kredit Perbaikan Perumabambelian
sepeda motor baru dll.
b) Tabungan SIMUR A ( Simpanan Upacara ).

Peserta Tabungan SIMURA bisa diikuti oleh siapa,sasalkan
pada saat menjadi peserta berusia minimal 5 (liraa)n dan
maksimal 60 (enam puluh tahun). Jumlah setoran-tikgp
bulannya dapat disesuaikan dengan kemampuan pepatamun
untuk memudahkan penentuan jumlah setoran danrriyasa
penerimaan, dapat dilihat pada tabel (terlampir).

2) Simpanan Berjangka (Deposito).
Suku bunga 1,00 % / bulan untuk jangka waktu mahifntahun.
Suku bunga 0,90 % / bulan untuk jangka waktubu@n.
Deposito Rp. 25.000.000,- keatas mendapat hadisling: baju
kaos, payung dll. Keuntungan lainnya Simpanand®effa dapat
dijadikan jaminan kredit.

3) Pinjaman/ Kredit.

a) Kredit Tanpa Agunan (KTA).
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Penabung aktif / tiap hari. Mempunyai tempat ufaddagang.
Suku bunga 3,0 % tetap dengan jaminan inventamspat
usaha/dagang.

b) Kredit Modal Usaha.
Penabung aktif/lbersedia menjadi nasabah penabundPdi.
Jaminan BPKB / Sertifikat Tanah (diutamakan at®ma sendiri).
Suku bunga 1,75 % - 2,0 % menurun untuk pinjaR@anl0 juta
keatas. Suku bunga 2,50 % menurun untuk pinjarddoawah
Rp. 10 juta.

c) Kredit Pembelian Sepeda Motor baru.
Penabung aktif/bersedia menjadi nasabah penabubgDli Uang
muka minimal Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah kibbunga sama
dengan Dealer ( saatini 1,75 % menurun ).

d) Kredit Multi Guna/ Perbaikan Perumahan.
Penabung aktif/tiap hari. Rumah sedang diperbéikinimal 30 %
). Suku bunga 1,75 % menurun.

4) Pembayaran On Line, listrik prabayar (pulsa listrik), PLN pasca bayar,

telpon, dll*®

4. Organisas L PD Desa Pakraman Kota Tabanan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan mililkopeliasikan dan

digunakan masyarakat pedesaan (dalam hal ini di ds¢but Desa Adat atau

45 Profile LPD Desa Pakraman Kota Tabanan Tahud 201
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Desa Pakraman), dimana kekuasaan tertinggi daldemkegaan terletak pada

Paruman Desa (rapat desa).

Desa adat merupakan unit pedesaan dimana addtuttam adat gwig-
awig) memegang peranan yang penting dalam kehidupaial sossyarakat.
Badan pengurus LPD terdiri dari tiga orang yaitoraag kepala, seorang tata
usaha atau pembukuan, dan seorang kasir. Badamrpengjpilih oleh anggota
masyarakat desa (desa adat) yang bersangkutadjkdguhkan oleh Bupati atau

Walikota.

Perkembangan LPD di bali sampai saat ini sangsttceampai tanggal 31
Desember 2008 ada 1356 LPD di Provinsi Bali daKabupaten Tabanan ada
288 LPD?* Badan pembina LPD terdiri atas tiga tingkatanwéitgkat propinsi
diketuai oleh gubernur, tingkat kabupaten diketdah bupati, tingkat kecamatan

diketuai oleh camat.

Untuk pembinaan teknis dilakukan oleh PLPDK (pambilembaga
perkreditan desa kabupaten/kota), dimana tugasrgmbmrikan bantuan teknis
kepada LPD yang berada di lingkungan wilayah kggarBank pembangunan
daerah Bali (BPD Bali) bertindak sebagai pengawRB,Lldimana tanggung jawab
tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar apasgn bagi lembaga

keuangan mikro.

¢ Profile Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Daerali BAD8. Hal 30.
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Bagan struktur organisasi Lembaga Perkreditan Bds#éah seperti pada
gambar berikut ini*/
Gambar 1

Pengur us dan Pengawas I nternal L PD Desa Pakraman Kota Tabanan

PARUMAN DESA ADAT
KOTA TABANAN

\ 4
PENGAWASINTERNAL

Drs.| GEDE WAYAN SAMBA

KEPALA

Ir.1 NYOMAN BAWA

KASIR
TATA USAHA
| GUSTI PUTU
Dra. COK ISTRI SUWARDI
ADNYANA DEWI
l A\ 4
STAF TABUNGAN +
DEPOSITO

STAF KREDIT
NI MADE MIRAH NINGSIH

| PUTU WIRAWAN

v
PETUGAS TABUNGAN

1. NI MADE SRI ARIYANI

2.NI MADE CITRA RESMI

3.1 GUSTI AGUNG HARYANA

4. SAGUNG ANOM WIDIARTINI

5.LUH GEDE SUMERTIASIH

6. NI NYOMAN MARTINI

N Profile LPD Desa Pakraman Kota Tabanan Tahun 2011
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Dalam organisasi LPD Desa Pakraman Kota Tabareditksektor usaha
mikro dan kecil masuk di dalam wewenang staf kred&amun di dalam
memutuskan apakah kredit yang diajukan di setupui daidak merupakan hasil

dari analisis mendalam antara staf kredit dan kepBD itu sendiri.

5. Per modalan dan Sumber Dana

Modal dasar LPD berasal dari bantuan Pemerintalvabaerovinsi Bali
yang dianggarkan dari APBD. Pada awalnya modal ldtiantu sebesar Rp.
2000.000,00 per unit LPD, kemudian meningkat menial 5.000.000,00 per
LPD, dan sejak tahun 2000 bantuan dari Pemerinegrdh Provinsi Bali untuk

per unit LPD adalah sebesar Rp. 10.000.000,00.

Permodalan LPD juga bisa didapat dari simpanaryanakat, pemupukan
dana masyarakat dilaksanakan dengan mewajibkan paminjam untuk
menyimpan atau menabung dan jenis simpanan simpamardinamakan
simpanan atau tabungan wajib, sedangkan simpaaaraiungan sukarela dapat

ditarik sewaktu-waktu oleh pemiliknya.

Dengan telah dibentuknya LPD di desa yang bersdaagkmaka segala
harta kekayaan desa berbentuk uang disarankanidehkbn agar disimpan di
LPD baik berupa tabungan, penambahan modal maupojanm@an. Untuk
meningkatkan permodalannya, LPD dapat melakukajampin kepada lembaga
keuangan lainnya. Sumber dana lain LPD juga bedealdana cadangan, dana
cadangan merupakan usaha penghimpunan dana seletirLPD yang berasal

dari penyisihan laba yang diperoleh setiap tahunnya
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B. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Sektor
Usaha Mikro dan Kecil Pada L embaga Per kreditan Desa Pakraman

1. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Persyaratan, Prosedur dan
Pr oses Per mohonan Kredit

a. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Persyaratan Permohonan
Kredit

Persyaratan umum mengenai siapa saja pihak yale meengajukan
kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) PakramataKrabanan sebenarnya
sudah di atur dalam Peraturan Daerah ProvinsiMainor 8 Tahun 2002 dimana
dalam pasal 2 menyebutkan bahwa LPD merupakan haddra milik desa yang
melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa itk irama desa. Dalam
ketentuan umum yang ada dalam peraturan daerabtersiemberikan batasan
pengertian dimana yang dimaksud denigaama desa/warga desa yang dimaksud
adalah mereka yang menempati karang Desa PakraanamgkBanjar Pakraman
atau di tempat lain yang menjadi warga Desa/Bapgkraman. Hal ini penting
untuk dijelaskan secara lebih lanjut, oleh karemawdayah Provinsi Bali
mengenal adanya pembedaan desa menjadi dua ya#dupd&raman (desa adat)
dan desa dinas.

Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukundia@eovinsi Bali
yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata kpmgaulan hidup masyarakat
umat hindu secara turun temurun dalam ikatan Kagpmiga atau Kahyangan
Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan hartayeelta sendiri serta berhak
mengurus rumah tangganya sendiri. Desa PakramanDegsa Adat merupakan

bentuk kesatuan hidup yang terpenting pada masgtadalBali, dimana arti kata
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desa bukan hanya mengacu pada suatu kesatuan lwpayaukiman penduduk,
lebih dari itu desa adat merupakan tempat mengksitssn dan mengaktifkan
upacara-upacara keagamaan untuk tujuan memelihasacikn desa. Rasa
kesatuan sebagai warga desa adat terikat olehrfiaktimr pekarangan desa
(karang desa), aturan-aturan desawig-awig desa) dan pura-pura desa (Pura
Kahyangan Tiga).

Desa adat di Bali terdiri atau terbagi menjadidrapa Banjar”, pusat
dari dari suatu banjar disebut dengan istilBal& Banjar”, disinilah pada waktu-
waktu tertentu para warga mengadakan pertenBanjar merupakan salah satu
bentuk pemerintahan yang setingkat dibawah desayAdg disebubanjar dinas
dengan struktur desa dinas dan ada pula yang disahjar adat yang berada
dalam sturktur desa adat.

Sedangkan pengertian desa dinas itu sendiri thkthr dalam peraturan
negara Yyaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 angntPemerintahan
Daerah dimana didalam Pasal 1 Angka 12 menyebwkbagai berikut “Desa
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnyebudiisdesa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayahg berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat satebgrdasarkan asal-asul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihordadéam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesi&”.

Berdasarkan dari penjelasan singkat diatas malas pahwa salah satu
syarat multlak bagi orang yang boleh meminjam uatagn mengajukan kredit di

LPD adalah krama desa adat atau warga desa adatwyaauk pada awig-awig

“8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahu# Z&ntang Pemerintahan Daerah Pasal
1 Angka 12.
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desa adat masing-masing. Awig-awig yang hidup dafzasyarakat tidak hanya
membedakan hak dan kewajiban melainkan juga mekaresanksi-sanksi adat
baik berupa sanksi denda, sanksi fisik, maupunssgsikologi dan yang bersifat
sprirtual, sehingga cukup dirasakan sebagai deletapelanggarnya.

Persyaratan berikutnya adalah persyaratan tekmsmné pengaturan
persyaratan ini biasanya menjadi wewenang dari ngasiasing LPD, dimana
dalam menyusun kebijakan antara LPD yang satu demygag lainnya tidak
sama, di LPD Desa Pakraman Kota Tabanan salah magyaratan teknis
permohonan kredit yang dimaksud dasar pemberiatitlgektor usaha mikro dan
kecil di LPD Desa Pakraman Kota Tabanan diantarangion debitur kredit
merupakan penabung aktif di LPD dengan menunjukiekening tabungan 3
bulan terakhir, hal ini untuk mengantisipasi hal-lgang tidak diinginkan di
kemudian hari, karena umumnya orang yang aktif imemg di LPD memiliki
itikad baik maupun memiliki kemampuan finansial gaoukup untuk membayar
hutangnya di LPD, yang kedua mempunyai usaha yasmghasilkarprofit, hal
ini sudah menjadi syarat mutlak bagi seorang calebitur karena bagaimana
mungkin menyetujui permohonan kredit yang diajukdeh orang yang tidak
memiliki penghasilan, yang ketiga adanya jaminarbekelaan akan lebih
mendapatkan prioritas kredit, hal ini semata-matamid menghindari
kemungkinan terburuk dikemudian hari, namun peeggar jaminan kebendaan
ini tidak mutlak, untuk kredit yang nominalnya sahgecil yaitu dibawah 1 juta

persyaratan jaminan kebendaan tidak digundkan.

% Hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Bawa, KdpalaDesa Pakraman Kota Tabanan
pada tanggal 4 November 2011.
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b. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Prosedur dan Proses
Permohonan Kredit

Kredit sektor usaha mikro dan kecil di LPD DesarBatan Kota Tabanan
hanya bisa diberikan apabila ada titik temu atagsegakatan antara calon
penerima kredit (debitur) dengan calon kredituradalhal ini kepala LPD.
Apabila telah terjadi kesepakatan mengenai syseats yang harus dipenuhi
oleh masing-masing pihak maka prosedur yang halalsutan berikutnya adalah
sebagai berikut :

1). Pengisian For mulir

Calon penerima kredit sebelum diberikan kredithoé pemberi kredit
(dalam hal ini adalah Lembaga Perkreditan Desa jLPBsa Pakraman Kota
Tabanan) harus mengisi formulir permohonan. Fommuydermohonan ini
mengharuskan agar si calon penerima kredit menpataetujuan darkelihan
adat ataubendesa adat sebagai orang yang diberi wewenang oleh desauatiait
menjalankan sistem pemerintahan di desa adat tdrsdbn persetujuan dari
istri/suami penerima kredit. Pengambil kredit jikeyin meminjam kredit pada
Lembaga Perkreditan Desa harus mematuhi dan mek#aa aturan-aturan yang
ada.

Dalam perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan &)edisamping calon
debitur harus memenuhi ketentuan yang telah dikamtupihak pengambil kredit
juga harus telah dapat melakukan perbuatan hukearseah, yaitu harus sudah
dewasa dan sehat pikirannya. Kitab Undang-undanguiduPerdata (KUH
Perdata) tidak menyebutkan secara tegas mengedewksaan di dalam pasal-

pasalnya, akan tetapi KUHPerdata hanya menyebugkaang kebelum dewasaan
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yang diatur dalam pasal 330 KUHperdata yaitu “ Beldewasa adalah mereka
yang belum mencapai umur genap dua puluh satu @iutahun) dan tidak lebih
dahulu telah kawin®

Sedangkan Hukum Adat tidak menentukan umur terteohtuk
menyatakan seseorang itu dewasa atau tidak, akapi teanya memakai
pengertianakilbaliq dan biasanya orang dianggallbaliq jika telah berusia 16
tahun atau sudah kawih.Ukuran dewasa yang digunakan oleh Lembaga
Perkreditan Desa di dalam perjanjian pinjamannyaadalah sudah kawin dan
ditambah lagi dengan sudah bekerja atau mempueyahasilan sendiri.

Mereka yang ingin meminjam uang (kredit) di Lemdodgrkreditan Desa
(LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan, harus telah msedgai warg®anjar
adat atau wargaDesa Pakraman Kota Tabanan, yang dianggap warga desa,
adalah setiap orang yang sudah mempunyai tanahhrpada salah satwanjar
adat yang ada di wilayabesa Pakraman Kota Tabanan. Setiap orang yang mulai
menetapkan pada salah satu banjar diwilaPesa Pakraman Kota Tabanan
mempunyai tanah perumahan, menganut agama hindmearbayar kewajiban
dasar sebagai warga, serta mau mengéwiti-awig yang ada.

Orang yang telah kawin saja yang dikatakan devdadam perjanjian
pinjaman di Lembaga Perkredita Desa (LPD) Desa dPa&n Kota Tabanan
karena mereka dianggap telah masuk sebagai wargar adat dan juga mereka
dianggap telah dapat melakukan perbuatan hukumassah.

Mereka yang belum kawin walaupun telah berumuthleari 21 tahun

dan telah bekerja tetap saja tidak diperbolehkamimjam kredit di Lembaga

%0 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 330.
®1 Wiryono ProdjodikoroAzas-azas Hukum Perjanjian, Bandung, PT Balai Pustaka, 1981, Hal. 9
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Perkreditan Desa, karena mereka itu dianggap belewasa dan jika mereka
ingin meminjam kredit maka mereka harus diwakilelblorang tuanya atau
walinya.

Orang yang belum dewasa dan orang yang tidak détannya itu
dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukumrasesah, karena orang
tersebut dikhawatirkan terjerumus ke dalam pergmgkang dibuat oleh pihak
lain. Maka untuk kepentingannya ada anggapan baharaka itu tidak mampu
melakukan perbuatan hukum yang sah. Oleh hukunbelerapa golongan orang
yang dinyatakan tidak cakap untuk bertindak semiditam melakukan perbuatan-
perbuatan hukum vyaitu yang diatur dalam pasal 1BXfHPerdata yang
menyebutkan bahwa “ Tak cakap untuk membuat pgusetipersetujuan adalah :
orang yang belum dewasa; mereka yang ditaruh diabapengampuan; dan
seorang perempuan dalam hal ditetapkan oleh ungadgrg, dan pada
umumnya semua orang kepada siapa undang-undamgniel@rang membuat
persetujuan-persetujuan tertentu”.

Seorang perempuan yang bersuami, “menurut Hukuat Adak terbatas
dalam kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukuara sah®® Sedangkan
menurut pasal 108, pasal 109 dan pasal 1601 f Kidéie seorang istri hanya
dapat melakukan perbuatan hukum secara sah amilgan persetujuan atau
izin dari suaminya, dengan beberapa pengecualidn glalam hal pengeluaran
uang pengeluaran rumah tangga sehari-hari dadaden¥alaupun hal ini sudah
tidak digunakan lagi, akan tetapi dalam perjanjigimjaman di Lembaga

Perkreditan Desa, pasal tersebut masih digunakdaupan tidak sepenuhnya,

2 Wiryono ProdjodikoroQp. Cit, Hal. 20
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karena tidak hanya seorang istri saja yang harusdapatkan persetujuan dari
suaminya, tapi seorang suamipun juga harus merdapgtersetujuan dari
istrinya jika ingin memperoleh kredit di LembagakPeditan Desa.

2). Verifikasi Data

Setelah pemohon mengisi data, maka pihak Lembagadeitan Desa
melakukan verifikasi data terhadap data-data pemokerifikasi data adalah
suatu kegiatan yang dilakukan oleh analisis krddiam rangka untuk meyakini
keakuratan data berdasarkan kenyataan yang ada,tbayang samar-samar,
tersembunyi maupun data sebenarnya yang belumglaprpada data-data yang
ada.

Verifikasi data penghasilan pemohon bertujuan kintnemastikan
kebenaran data penghasilan pemohon dalam rangkaetadmi kelayakan
pemohon dan aplikasi terhadap usulan maksimumtkyadg diajukan oleh yang
bersangkutan. Oleh karenanya verifikasi penghasitanlebih menekankan
kepada spesifikasi status penghasilan pemohonpdpidaaha, mitra kerja, ijin
usaha, kapasitas usaha atau omzet, biaya-biayghg&lan pribadi, pengeluaran
pribadi maupun kelayakan yang dimiliki oleh pemolyang bersangkutan.

3). Wawancara

Apabila pengisian formulir dan data yang dipertukangkap, pemohon
diundang untuk wawancara. Wawancara adalah suatsepryang dilakukan
dalam rangka menggali kebenaran informasi sestaidddam permohonan kredit
atau informasi lain yang diperlukan guna mengankgputusan kredit dan

memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalsitur. Pada dasarnya
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yang menjadi pokok pembicaraan wawancara adalatasarkarcheck list kredit

pemohon.

4). Pelaksanaan Prinsip K ehati-hatian Melalui Analisis Kredit
Analisis kredit adalah suatu sarana sangat penbagi Lembaga

Perkreditan Desa sebagai usaha dalam menentukak &gu tidaknya calon

debitur diberikan kredit. Pada tahap ini pula bei apakah pihak Lembaga

Perkreditan Desa melaksanakan ketentuan prinsip atikeatian dalam

memberikan kredit atau tidak. Pada dasarnya klaylit diberikan apabila calon

debitur memenubhi criteria 5 C, Sebagai berikut :

a) Watak Character)

Bahwa calon debitor memiliki watak, moral, dan tsgdat pribadi yang
baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukanukninengetahui tingkat
kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon debintuk memenuhi
kewajiban dan menjalankan usahanya. Lembaga Pédmedesa
Pakraman Kota Tabanan menilai aspek ini kebanyalan informasi
dilapangan, biasanya analis bisa juga menilai karatalon debitur dari
sesi wawancara, termasuk dengan bertanya kepada@egegawai bank,
koperasi, maupun lembaga keuangan lainnya temppérapbhon kredit
pernah meminjam, dilihat juga apakah si calon debitempunyai sifat-
sifat jelek, seperti suka berjudi, suka mabuk-malnlsering bertengkar
atau tidak dengan istrinya, informasi dilapangasahii dapat datelian
adat atau bendesa adat maupun kelian dinas, di banjar adat yang
bersangkutan, karena mereka merupakan struktuddaa adat atadesa

pakraman.
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b) KemampuanCapacity)
Yang dimaksud dengan kemampuan dalam hal ini adedahampuan
calon debitur untuk mengelola kegiatan usahanya ™ampu melihat
prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapgatan dengan
baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin batavanampu
melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangkktuvgang ditentukan.
Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Kota Tabananlamespek ini
dilihat dari bagaimana usaha si calon debitur, @mmga apabila ia punya
usaha warung makan, dilihat apakah warung makaelat ramai orang
berbelanja atau tidak setiap harinya, apakah ia biglihat peluang-
peluang baru untuk mengembangkan usahanya tesgdumenjadi lebih
besar lagi, termasuk juga dilihat kemampuan ddudtga terdekat dari
calon debitur, contonya si calon debitur memilikak yang sudah bekerja
yang memungkinkan membantu keuangan keluarganya giwaktu-
waktu terjadi hal-hal tak terduga dalam usaha lsincdebitur. Contoh lain
apabila pekerjaan calon debitur buruh bangunarhalilidari ramai
tidaknya buruh tersebut mendapatkan proyek-proygtabila si buruh
tersebut mempunyai nama bagus di masyarakat kdrasih kerjanya
memuaskan maka kemungkinan ia akan mampu membay@anda

hutannya.
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PermodalanGapital)

Dalam hal ini Lembaga Perkreditan Desa harus térigshulu melakukan
penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohwoedit, Lembaga
Perkreditan Desa membagi modal menjadi dua ada Intada maupun
modal kebendaan. Contoh apabila calon debitur Eaigurumah makan,
maka modalnya adalah tempat berjualan milik sendsahanya sudah
jalan dalam kurun waktu cukup lama, dan apabilasearang buruh
bangunan maka ia sudah memiliki alat-alat burulgbaan yang lengkap.
Jaminan Collateral)

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian krgditg
merupakan sarana pengaman atas resiko yang mungkadi atas
wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hasalmya dalam hal
terjadinya kredit macet. Jaminan ini diharapkan manmelunasi sisa
utang kredit baik utang pokok maupun bunganya. lssyabPerkreditan
Desa Pakraman Kota Tabanan biasanya menggunakanajarberupa
bukti pemilikan kendaraan bermotor maupun sertifikanah dan
bangunan. Walaupun si calon debitur punya usahandagal namun
apabila tidak ada jaminan akan mengurangi penilalaambaga
Perkreditan Desa terhadap permohonan kreditnya.

Condition Of Economy

Bahwa dalam pemberian kredit oleh Lembaga Perlereditesa, kondisi
secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit memperoleh
perhatian dari Lembaga Perkreditan Desa, untuk regwpil risiko yang

mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekemdersebut. Dalam
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hal ini Lembaga Perkreditan Desa melihat kondisiknmaekonomi
nasional, dilihat dari stabilitas nilai tukar rupiderhadap dolar, angka
pengangguran, pergantian pemerintahan, ada beradana atau tidak,
kalau di Bali dilihat kondisi pariwisata di Balidgng mengalami kelesuan
wisatawan atau tidak, kalau wisatawan ramai LemiRey&reditan Desa
akan lebih banyak mengelurkan kredit namun apabikatawan sepi

Lembaga Perkreditan Desa tidak akan terlalu bamyakberikan kredit

atau jumlah kreditnya dikurangi.

5). Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Pembuatan Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana duagoassu dua pihak saling
berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu pgrsen yang dibuat oleh dua
pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akamaatiespa yang tersebut dalam
persetujuan itg?

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prifiigang bersifat riil.
Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jeaniradalahassessor-nya. Ada
dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung past@anjian pokok. Arti riil
ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentul@ah penyerahan uang oleh
Lembaga Perkreditan Desa kepada nasabah debitur.

Perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa &akn Kota Tabanan

menggunakan perjanjian bakwtahdard contract). Berkaitan dengan itu

3 Hasil wawancara survey dengan Bapak Nyoman BKejpala LPD Desa Pakraman Kota
Tabanan pada tanggal 4 November 2011.

54 Hermansyahi{ukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Pramata Media Group,
2005, Hal 71.
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perjanjian telah disediakan oleh pihak Lembagareditan Desa sebagai kreditur
sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahardemgan baik>

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan ae@®n yang
ditentukan oleh Lembaga Perkreditan Desa, maka dekelwajiban untuk
menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetagb#a debitur menolak ia tidak
perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tarseb
6.) Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Pengawasan Kredit

Setiap kredit tetap berpotensi menjadi bermasatdéh karena itu
pengawasan terhadap pemberian kredit harus dilakaan Dengan adanya
pengawasan ini akan membantu pihak penerima kra@iti debitur untuk
meminimalisasi risiko kredit yang bisa muncul

Bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalanpbagawasan kredit di
LPD terdapat salah satu klausula penting dalamapgan kredit di LPD yang
mencerminkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian ahdeddanya ketentuan
penjatuhan denda apabila penerima kredit terlamgabbayar angsuran bulanan,
denda itu sebesar 10 persen dikalikan pokok angdulaterlambat diatas 10 hari

dari tanggal perjanjian pinjaman.

C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian
Dalam Pemberian Kredit Sektor Usaha Mikro dan Kecil Pada Lembaga
Perkreditan Desa Pakraman

Dalam masyarakat hukum adat, suatu perjanjian itkne@mperoleh

jaminan kepastian hukum dan merupakan perbuatamgéidak gelap, artinya

5 Wawancara Ir. Nyoman Bawa tanggal 4 Novembe201
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bahwa perjanjian kredit dimaksud tidak melanggakunu yang berlaku, maka
terhadap perjanjian kredit itu harus dilakukan @mngnemperoleh persetujuan
dari kelihan adat dari masing-masingoanjar atau daribendesa adat. Jika
perjanjian kredit itu dilakukan diluar pengetahukepala desa atau tanpa
bantuannya, maka perjanjian itu tidak diakui olekum adat, tidak berlaku bagi
pihak ketige?®

Dalam melaksanakan perjanjian kredit, unsur yamgtipg adalah
didasarkan pada persetujuan da&fihan adat. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa pinjam meminjam yang dilakukan tanpa persetukelihan adat atau
bendesa adat adalah tidak sah, artinya suatu suatu perbuatasukan merupakan
perbuatan hukum. Turut sertankglihan adat ataubendesa adat sebagai kepala
persekutuan masyarakat hukum adat di Bali dalajamemn kredit merupakan
syarat mutlak untuk sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian yang dilakukan tanpa adanya campuratakegihan adat atau
bendesa adat itu akan dikatakan sebagai perbuatan hukum yargpg@letang,
tidak terang. Kepala desa yang selalu diminta madighpembuatan perjanjian,
dianggap dapat menanggung, bahwa tidak ada halangam sudut
kemasyarakatan dari desa itu, untuk suatu perfag@oerti yang dimaksudkan
oleh kedua belah pihak.Yang dengan sendirinya diperhatikan dan dijaga ole
kelihan adat atau bendesa adat yang bertujuan agar kepentingan warga
masyarakatnya itu jangan sampai terdesak, jadiatedgmikian dapat dikatakan
bahwa turut sertanykelihan adat ataubendesa adat dalam perjanjian kredit itu

dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk mempertmsargn kepastian hukum.

56 Teh Haar Bzn, BAsas-asas dan Susunan Hukum Adat,terjemahan Soebakti Poesponoto,
Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, Hal 108.
" Wiryono ProdjodikoroQp. Cit, Hal. 24-25.
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Oleh karenakelihan adat itu lebih mengetahui keadaan perekonomian dari
warganya dan juga ia lebih dekat dengan warganygg g&an meminjam uang di
Lembaga Perkreditan Desa. Partisipasi #@eiihan adat atau bendesa adat itu
agar lebih terjaminnya pengembalian kredit yangaldikan oleh Lembaga
Perkreditan Desa.

Perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat pegtdalam pengelolaan
maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri, hatliseébabkan karena perjanjian
kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, alatgmean mengenai batasan hak
dari kewajiban masing-masing pihak baik pemberiditmmaupun penerima kredit
serta memiliki akibat dan resiko yang harus didesleh masing-masing pihak.

Perikatan yang terjadi antara pihak yang satu alerghak yang lain
mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi damimekan hak kepada pihak
lain untuk menerima prestasi. Pihak yang berhak umen suatu prestasi
dinamakan pihak pemberi kredit atau kreditur dalaah ini pihak Lembaga
Perkreditan Desa, sedangkan pihak yang berkewajibgestasi atau pihak yang
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan prestasi dakam pihak pengambil
kredit atau debitur.

Pelaksanaan antara hak dan kewajiban di dalam ahekgn kredit
haruslah seimbang, jadi hak Lembaga Perkreditaa Peitu :

1. Lembaga Perkreditan Desa berhak menagih utangitk@du sisanya
berikut bunga maupun biaya administrasi kredit/te#aha jika pengambil
kredit tidak melunasi utang-utangnya dalam janglektw setelah jatuh

tempo.
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2. Lembaga Perkreditan Desa berhak untuk mengambihtbik pengambil
kredit sebagai jaminan jika jaminan tersebut ditagang untuk menutupi
kekurangan didalam membayar utang-utangnya.

Dan kewajiban dari Lembaga Perkreditan Desa yaitu :

1. Lembaga Perkreditan Desa berkewajiban untuk mekdekredit kepada
pengambil kredit jika pengambil kredit telah mem@npersyaratan yang
ada.

2. Lembaga Perkreditan Desa wajib mengasuransikamdpdnrarang jaminan
pada perusahaan asuransi jika dianggap perlu.

3. Lembaga Perkreditan Desa wajib menyelesaikan segkilbat yang
mungkin timbul atas perjanjian tersebut.

4. Lembaga Perkreditan Desa berkewajiban untuk melnkgra masalah
yang mungkin timbul atas perjanjian tersebut kedadsa Pakramajika
Lembaga Perkreditan Desa tidak mampu menyelesajilafn
Dalam suatu perikatan bisa terjadi bahwa satu pltetkak atas suatu

prestasi, tetapi mungkin juga bahwa pihak yang éediiban memenuhi prestasi
itu disamping kewajiban tersebut juga berhak atzetus prestasi. Sebaliknya
pihak lain itu disamping berhak atas suatu pre$t@s berkewajiban memenuhi
prestasi, jadi kedua belah pihak mempunyai hakkdarajiban timbal balik.
Disamping pihak pemberi dan pihak penerima kreglisabut, terdapat
satu pihak lagi yang sering disebut dengan pihalapen, dalam hal inkelian
adat daribanjar adat tempat pemohon kredit tinggal atbendesa pakraman dari

desa yang bersangkutan, yang berarti bahwa pilvakhiet sebagai orang yang

%8 Wawancara Kepala LPD Bapak Nyoman Bawa tangdvember 2011.
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menjamin bahwa penerima kredit akan melunasi kmgditpada Lembaga
Perkreditan Desa, pihak ini juga mempunya hak damakban, hakkelian adat
adalah :

1. Berhak tidak memberikan persetujuan atau tidak méstangani formulir
permohonan jika ia tidak mempunyai keyakinan balpemohon kredit
tersebut akan dapat melunasi kreditnya nanti.

2. Kelian adat mempunyai hak untuk menegur penerima kredit agar ia
melunasi kreditnya di Lembaga Perkreditan Desa.

Sedangkan kewajiban datélian adat adalah mengawasi agar penerima
kredit tidak memindahtangankan barang yang digumakebagai jaminan di
Lembaga Perkreditan Desa kepada orang lain.

Meskipun hak dan kewajiban dari masing-masing p#adah dijelaskan
secara cukup jelas dalam perjanjian kredit di LegabBerkreditan Desa, namun
dalam praktiknya masih ada saja permasalahan da@amberian kredit di
Lembaga Perkreditan Desa, hambatan-hambatan terbesanya disebabkan
oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Kredit bermasalah yang disebabkan oleh adanya gatat@an keluarga
dari pihak penerima kredit, permasalahan keluargagypaling sering
menjadi pemicu timbulnya kredit bermasalah adalamelka adanya
perceraian, karena bila terjadi perceraian betarfadi pemisahan harta,
sedangkan kredit di Lembaga Perkreditan Desa atas isuami dan istri,
karena apabila terjadi perceraian sulit menentskapa yang mempunyai

kewajiban membayar utang di Lembaga PerkreditamDes
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2. Usaha dari penerima kredit mengalami kebangkrugdumgga tidak ada
lagi pemasukan untuk membayar utang kredit di LeyabRerkreditan
Desa, karena untuk pengusaha pemasukannya biasamga-mata dari
usahanya tersebut.

3. Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sudah salakan prinsip
kehati-hatian dalam pemberian kredit di LPD berdesa tata cara dan
prosedur di perbankan pada umumnya namun beluntubegmahami
prosedur-prosedur pengelolaan LPD yang baik berkiasa Surat
Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 Tentuigsip Kehati-
hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa.

4. Belum adanya pengaturan pengawasan kredit pasda kre dicairkan
sehingga tidak ada standar baku pengawasan krediP@d, sehingga
memungkinkan timbul permasalahan dalam kredit dikeian hari.

5. Penerima kredit meninggal dunia.

D. Upaya Lembaga Perkreditan Desa Untuk Mengatas Hambatan
Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Sektor Usaha
Mikro dan Kecil Pada L embaga Perkreditan Desa Pakraman
1. Upaya Non Yuridisdan Upaya Yuridis
a. Upaya Non Yuridis

Setiap hak dan kewajiban yang ada pada pihak-pfaak mengadakan
perjanjian harus dilaksanakan oleh masing-masihakpibaik pihak penerima
kredit ataupun pihak pemberi kredit. Apabila diaatgara pihak yang telah

berjanji tidak memenuhi persyaratan atau tidak nmerne apa yang telah
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disepakati, maka terjadilah kesalahan yang menggakgseimbangan dalam
pergaulan kemasyarakatan adat setempat. Karenasgilen satu pihak tidak
melaksanakan kewajibannya maka pihak tersebut dik@makan sanksi, sanksi
yang diberikan kepada pihak-pihak yang mengadakgargian itu berbeda-beda.

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang terjdidiLembaga
Perkreditan Desa Pakraman Kota Tabanan, LembadaeBian Desa terlebih
dahulu melakukan pendekatan terhadap penerima tkgediu dengan cara
berkunjung ke rumah penerima kredit atau mendatgagilan memberitahukan
kalau kreditnya telah mengalami kemacetan serta begkan pengertian dan
teguran agar penerima kredit segera melunasi kredittersebut. Apabila
penerima kredit tetap tidak melunasinya maka Lemb@erkreditan Desa akan
memberikan teguran yang kedua. Dan jika peneriredikkarena satu dan lain
hal tidak dapat melunasi kreditnya maka LembagakrBditan Desa akan
memberi teguran yang ketiga.

Setelah teguran yang ketiga tidak diindahkan gplkeherima kredit maka
Lembaga Perkreditan Desa akan melimpahkannya kdpesia Pakramakarena
Lembaga Perkreditan Desa merasa tidak mampu meaydanya.

Sebelum diadakannyparuman atau rapat adat tentang kredit macet
tersebutpendesa adat akan melakukan pendekatan lagi terhadap peneriewit kr
agar pemasalahannya tidak diselesaikan mgtaluiman desa karena warga desa
merasa mendapatkan tekanan moral jika permasalgdaitn sampai pada
paruman desa. Apabila pendekatan yang dilakukéendesa adat ini juga tidak

berhasil maka diadakgsaruman desa untuk membahas hal ini.
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Paruman desa tersebut merupakan perwujudan kehendak masyarakgt y
mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Desa Pakrayanrg dapat digunakan
sebagai pedoman atawger-uger dalam menyelesaikan permasalahan kredit
macet. Hasil Paruman tersebut merupakan perwujuldein asas musyawarah
mufakat dan asas komunal, yang dapat berupa peanmmam waktu untuk
melunasi seluruh utang-utangnya di Lembaga Petlaredlesa, ataupun berupa
kesempatan yang diberikan oleh Desa Pakrakegnrada penerima kredit untuk
menjual sendiri harta kekayaan miliknya yang didwamasebagai jaminan di
Lembaga Perkreditan Desa yang telah diserahkanLeibaga Perkreditan Desa
itu sendiri sebelumkarampag. Disamping itu biasanya keputusan di dalam
Paruman desa tersebut diikuti dengan adanya sanksi yang berwpala yang
harus dibayar oleh penerima kredit terseBut.

Reaksi adat berupa perpanjangan waktu itu diberdgar tidak terlalu
memberatkan penerima kredit yang sedang mengalesuilitan, dan reaksi adat
berupa kesempatan untuk menjual sendiri jaminasebert diberikan oleh Desa
Pakraman untuk menghindari penjatuhan sanksi aglaiphkarampag maupun
kasepakang, yang akan merugikan penerima kredit atau wdbgsa Pakraman
yang lalai. Karena kalau haddaruman desa itu dilaksanakan oleh penerima
kredit atau warga desa maka tidak perlu lagi adg®matuhan sanksi berupa
karampag maupunkasepakang.

b. Upaya Yuridis
Norma-norma yang ada didalam masyarakat harustgdatdbertujuan

untuk menjaga dan melindungi masyarakat agar késgigan dalam masyarakat

% Wawancara Kepala LPD Bapak Nyoman Bawa tang@dvember 2011.



76

hukum adat tidak terganggu, yang merupakan pennarmperilaku bangsa
Indonesia dan mampu mengidentifkasi perilaku tarsediau yang sering disebut
dengan Hukum Pidana Adat, hukum tersebut harusibandun berdasarkan
realitas dan konsep-konsep yang dihadapi dalam araisst.

Hukum pidana adat menunjukkan peristiwva dan péslougang harus
diselesaikan karena peristiwa itu telah menggarngegeimbangan masyarakat.
Jadi sistem Hukum Pidana Adat tidak mengenal sigtema-existente regels,
yaitu sistem pelanggaran hukum yang ditetapkarhldbhulu seperti tercantum
dalam pasal 1 Kita Undang-undang Hukum Pidana. HukRidana Adat
menganut sistem terbuka, suatu perbuatan termadakgparan jika masyarakat
merasa terganggu keseimbangannya, dan perbuatarbukan lagi suatu
pelanggaran atau kesalahan jika masyarakat tidgk mhaerasa terganggu
keseimbangannya.

Hukum pidana adat berlaku terhadap anggota-anggatga masyarakat
adat damprajuru adat (pengurus) masyarakat adat yang bersangkutansesugi
dengan lingkaran berlakunya hukum adat yang adga serlakunya juga
terhadap mereka yang tinggal di luar daerah hukdat gersebut yang terkait
akibat hukumnnya. Jadi hukum pidana adat berlaku lagiangan hidup
kemasyarakatan yang berhubungan dengan keseimbduageni dan rohani.

Hukum pidana adat tersebut akan tetap berlakiamselmasyarakat
Hukum Adat itu masih ada dan tetap mempertahankar®gmuanya itu sangat
tergantung paddesa (tempat),kala (waktu), danpatra (keadaan) artinya apabila
pada suatu waktu dan dalam keadaan tertentu olelyamakat adat setempat,

suatu perbuatan yang semula tidak dilarang dapatipakan delik, meskipun
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tadinya tidak ada peraturan yang melarangnya, bitenpada saaat itu ditetapkan
oleh prajuru adat, bahwa perbuatan itu mengganggu pelaksanaan hukum,
mengganggu keselamatan masyarakat dan dapat medkémbkegoncangan
dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya apabdak ada anggapan
masyarakat sesuai dengan perasaan keadilan bahvaags itu menentang
hukum, menimbulkan kegoncangan dan ketidakseimiankasmis, maka
perbuatan tersebut pada tempat, waktu dan keadaanttl tidak boleh dikenai
sanksi.

Dalam hukum pidana adat, pelanggaran yang dilakufeh pemimpin,
pejabat tinggi, dan orang kaya tidak sama hukumami@ngan pelanggaran yang
dilakukan oleh rakyat, pegawai rendah, dan orargkimi Yang menentukan berat
ringannya hukuman bukan saja peristiwa atau peabagt yang salah tetapi juga
keadaan sosial si pelaku, jika pelakunya pejalbggtimaka hukumannya lebih
berat dari pelaku yang hanya pegawai rendah, begila tindak pidana yang
dilakukan oleh orang pandai lebih berat hukumandga tindak pidana yang
dilakukan oleh orang bodoh. Jadi hukum pidana &dak mengenal hukuman
yang ditetapkan terlebih dahulu.

Penerapan sanksi adat terhakiagma yang melanggar isi perjanjian kredit
di Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Kota Tabampat derupa tindakan
karampag dankasepakang.®
b.1. Karampag

Bukannya menyelesaikan maslah melalui proses kgagu#an, namun

kepala Lembaga Perkreditan Desa akan meminta leanfPargiman desa untuk

0 wawancara Kepala LPD Bapak Nyoman Bawa tangdsvember 2011.



78

menyelesaikan masalah kredit yang macet. Tindakag piasa ditempuh adalah
rerampagan atau karampag sebagai jalan terakhir yang sebelumnya didahului
dengan pemanggilan, peringatan melalui surat tegeebanyak tiga kali agar
nasabah bersedia mengembalikan kreditnya.

Sanksi dalam bentukampag ini wujudnya mengambil secara paksa
berdasarkan ketentuaawig-awig yang dilakukan beramai-ramai terhadap hak
milik seseorandgrama desa yang berutang pada desa. Barang-barang yang telah
kenarampag itu selanjutnya dijual untuk melunasi utangnya. Bifzapada saat
akan dilakukarrerampagan nasabah bersedia melakukan kewajiban maka proses
itu akan dibatalkan.

Pemberian kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LR&)ada warga
semata-mata merupakan suatu kepercayaan, bukarasalamm jaminan maupun
sanksi yang akan dikenakan kepada para nasabah tydalg memenuhi
kewajibannya. Hal ini karena tujuan Lembaga PeitaadDesa (LPD) adalah
untuk mengembangkan dan meningkatkan taraf hidugarmdesa.

Apabila dalam penyaluran kredit mengalami kemacetdalam
pengembaliannya maka akan diterapkan sanksi adaj berlaku. Dengan
menerapkan sanksi adat ini maka jaminan peneriewditkyang berupa denda atau
surat-surat berharga tidak ditahan oleh Lembaga&ditan Desa (LPD).

Penerapan sanksi adat ini ternyata mampu menjdgdasi kredit karena
mereka tunduk dan mentaati hagdruman desa (rapat desa). Adapun sanksi
apabila penerma kredit tidak mau melaksanakan Keavajdalam arti melunasi
kredit yang diterima dari Lembaga Perkreditan D@daD) setelah diadakan

pendekatan secara kekeluargaan baik secara lisgpumégertulis.
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b.2. Kasepakang

Ketentuan adat yang bersifat tradisional harusatlitoleh setiap orang
dalam pergaulan hidup masyarakat adat di Bali. Bi@ntuan atau norma-norma
yang patut dihormati itu dilanggar maka sebagaksaga akan timbul reaksi dan
koreksi dari prajuru adat dan masyarakat. Sehingga yang menonjol disini
bukanlah kepastian hukum tetapi kepatutan. Selayquirajuru adat bertindak
sebagai pematut dengan melihat kemanfaatan hukugn rfmasyarakat dan
kemudian barulah kemanfaatan hukum bagi pribadj ysrsangkutan.

Salah satu sanksi adat yang berat yang dapataki&ankepada nasabah
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Kota Tabgasmg melakukan
wanprestasi pembayaran kredit adalah sanksikadetakang.

Secara harfiah hukunkasepekang' berarti sebuah hukuman/sanksi adat
yang diterima oleh seorang/kelompok anggota baygag dianggap melanggar
norma-norma Yyang berlaku di banjar/desa bersangkutdengan jalan
orang/kelompok tersebut dikucilkan dari banjar/destat setempat, dilarang
tinggal di wilayah tersebut, tidak boleh menggumakasilitas kuburan dan juga
dilarang berkomunikasi atau bersosialisasi dengggata banjar lainnya. Hukum
“kasepekang” seakan menjadi sebuah fenomena dalam kehidupayamakat Bali
yang kental dengan adat istiadat dan nafas Hindunya

Dalam prakteknya biasankeama desa atau warga desa adat tidak sampai
menunggu sanksi terberat yaikarampag dan kasepakang, karena di dalam
pergaulan hidup masyarakat di Bali yang komunab#g@aernah mendapatkan
sanksi berup&arampag dankasepakang maka akan menimbulkan perasaan malu

yang sangat mendalam bagi pelakunya maupun kelwagaterlebih lagi
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masyarakat adat akan mengucilkan orang tersebut pgagaulan hidup di

®1 Wawancara Kepala LPD Bapak Nyoman Bawa tangdvember 2011.

masyarakaft’
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PENUTUP

A Kesimpulan
Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang dééamukakan pada
bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembemaditksektor usaha
mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Remakota Tabanan
sudah berjalan dengan cukup baik hal ini dilihatlainé persyaratan,
prosedur dan proses permohonan kredit yang haalsiderlebih dahului
sebelum penerima kredit bisa mendapatkan kreditg ydinarapkan,
walaupun masih ada kredit bermasalah dalam pragiekn

2. Hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalambegan kredit
sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga PerlaredXesa Pakraman
adalah, kredit bermasalah yang disebabkan olehyadaarmasalahan
keluarga dari pihak penerima kredit, permasalaheglnakga yang paling
sering menjadi pemicu timbulnya kredit bermasaldalah karena adanya
perceraian, usaha dari penerima kredit mengalamargkrutan, belum
adanya standar pengaturan pengawasan kredit pesdia iku dicairkan,
penerima kredit meninggal dunia.

3. Upaya dari Lembaga Perkreditan Desa untuk mengdtasnbatan
pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberraditk sektor usaha
mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Ramalibagi menjadi

dua upaya, yaitu upaya non yuridis dan upaya \aridpaya non yuridis

81



82

dalam menyelesaikan kredit Lembaga Perkreditan Desebih dahulu
melakukan pendekatan kekeluargaan terhadap penddiedit. Upaya
yuridis berupa penerapan sanksi adat terh&dapa yang melanggar isi
perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Rakra Kota Tabanan

dapat berupa tindakaarampag dankasepakang.

Sar an

. Pihak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai ppgekberi kredit
harus lebih memahami faktor penyebab permasalahetit kagar dapat
menemukan solusi yang tepat untuk penanganan krexditasalah, karena
antara penerima kredit atau debitur yang satu deggag lain memiliki
karakteristik maupun latar belakang yang tidak saeagan memahami
karakter dari masing-masing debitur diharapkan psatahan kredit dapat
dicegah, pengurus LPD juga sebaiknya terus memparbainformasi
maupun pengetahuan tentang perkreditan sehinggat dapnjalankan
LPD secara lebih profesional lagi demi kemajuan LEBn Desa
Pakraman.

. Pihak penerima kredit atau debitur harus mentasgala prosedur dan
proses perkreditan secara baik dan jujur terutamdand memberikan
informasi perkreditan kepada Lembaga PerkreditasaD@PD) untuk
tercapainya sistem pemberian kredit yang baik daenghmindarkan
penerima kredit dari penjatuhan sanksi non yunaisipun sanksi yuridis.

. Pihak pemerintah daerah hendaknya mendorong danbamtmn LPD

dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada pengaraupun
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karena LPD merupakan salah satu hseharga yang

pegawai LPD agar tercipta standarisasi pelayant&amdaPD di seluruh
dimiliki Desa Pakraman untuk mendukung eksisteri3esa Pakraman dari

Propinsi Bali,
segi finansial.
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